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Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan 
begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak, 
sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan 
orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak  yang 
bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama meningkatan keadilan bagi 
pelaku kejahatan anak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dualisme 
pertimbangan putusan hakim terhadap sanksi pidana penjara bagi anak dalam 
putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan putusan No. 8/Pid.Sus- 
Anak/2019/PN Pwt terkait dengan maqashid as-syariah. 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu 
suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang 
ada di lapangan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, 
dan pengamatan sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. Cara menganalisis 
data dengan menganalisis sanksi pidana penjara pada anak di tinjau dari sudut hak 
asasi manusia selanjutnya mengumpulkan data-data yang berkaitan sanksi pidana 
penjara bagi anak salah satunya Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/ PN Pwt dengan 
putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019 PN pwt serta hasil observasi dan wawancara, 
kemudian dipahami secara mendalam. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan 
tersebut dianalisis berdasarkan prespektif Maqashid as-Syariah. 
Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusan No. 14/Pid.Sus- 
Anak/2019/PN Pwt tersebut, dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) bulan dan 
15 (lima belas) hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Purwokerto. Sedangkan 
dalam putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt tersebut, dijatuhi hukuman 
pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) kutoarjo di purworejo dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. 
Maka dalam menangani persidangan merujuk pada Undang-Undang No 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu dalam putusan No. 
14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt sanksi pidana bagi anak di penjara ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan bersama orang dewasa tidak sesuai dengan Pasal 3 dan 
85 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dijelaskan penahanan tidak ditempatkan bersama-sama dengan tersangka dewasa 
melainkan dengan cara menitipkan anak ke Lembaga Pemasyarakatan anak. Serta 
putusan pidana bagi anak di penjara bersama orang dewasa itu tidak sesuai dengan 
hak-hak anak dalam pasal 17 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun  2014 tentang 
Perlindungan Anak. Dalam hukum islam hak-hak anak di Penjara terpenuhi dan 
sesuai dengan konsep maqashid as-syariah. 
 
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim,  Pidana Penjara Anak.  
 
vi 
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 
beberapa penyesuaian menjadi berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ث
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 (Żal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ز
 Za Z Zet ش
 Sin S Es ض
 Syin Sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain …. „…. koma terbalik keatas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
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 qaf Q Ki ق
 kaf K Ka ن
 Lam L El ل
 mim M Em و
ٌ nun N En 
 wawu W We و
ِ ha H Ha 
 hamzah ' Apostrof ء
 ya Y Ye ي
 
2. Vokal 
1) Vokal tunggal (monoftong) 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 ḍamah U U 
 
Contoh: َََكتَب -kataba   َيَْذَهب - yażhabu 
ئِلََ   fa„ala- فََعلََ    su'ila –س 
2) Vokal rangkap (diftong)  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 






 Fatḥah dan ya Ai a dan i يْْ
 Fatḥah dan وْْ
wawu 
Au a dan u 
 Contoh: ََْكْيف - kaifa   َْهَْىل – haula 
 
 ََ 
 ََ  ُ 
 ََ  




Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 





fatḥah dan alif 
 
Ā 




Kasrah dan ya 
 
Ī 












 qīla - لِْيمَْ   qāla - لَالَْ
 yaqūlu – يمىل   ramā -َزيى
4. Ta Marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 
1) Ta  marbūṭah hidup 
ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan 
ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbūṭah mati 
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan  dengan ha (h). 
contoh: 
 Rauḍah al-Aṭfāl زوضتْاألْطفال




 َُ ََ  
 
ix 
5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
 rabbanā -زبُّاْ
ل  nazzala –َصَّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
huruf qamariyyah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sambung atau hubung. 
Contoh: 
 al-rajulu - انسجم
 al-qalamu -   انمهى
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak 






Hamzah di awal اكم Akala 
Hamzah di tengah ٌتأخرو ta‟khuz|ūna 
Hamzah di akhir انُّىء an-nau‟u 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; 
bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih 
penulisan kata ini dengan perkata. 
Contoh: 
 wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  : واٌْهللاْنهىْخيسانساشليٍ
 fa aufū al-kaila waal-mīzan :              فاوفىاْانكيمْوانًيصاٌ
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi 
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang. 
Contoh:   
 .Wa māMuḥammadun illā rasūl ويايحدْاالْزسىْل






“Jangan Membesarkan anak-anak supaya mereka menghasilkan rezeki 
untukmu. Akan tetapi besarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, 









Alhamdulillahirabbil „alamin. Segala  puji bagi Allah SWT penguasa semesta 
alam yang mengkaruniakan  nikmat tiada terhingga kepada penyusun sehingga 
penyusun dapat menyelesaikan karya yang sangat sederhana ini.  
Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan 
karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan 
hidupku, untuk kedua orang tua yang tercinta bapak Suharsono dan Ibu tercinta 
Alm. Susanti Yoksiyah, untuk kakakku yaitu Eka Mustika Praseti dan Yoga Philo 
Shopia yang selalu memotivasi, menyemangati, dan menguatkan dalam asa.    
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KATA PENGANTAR  
ٌْ حيىٌْ  بسىْاْهللْاْنسْحًٍْاْنس
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas 
kita sebagai mahluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan 
bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta 
salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para 
sahabatnya, tabi‟in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua 
ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa‟atnya di hari akhir nanti.  
Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat 
menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dualisme Pertimbangan 
Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak”. Dengan selesainya 
skripsi ini, penulis pun menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis 
hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan 
pengarahannya kepada:  
1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 
Purwokerto.  
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari‟ah Institut 
Agama Islam Negeri Purwokerto.  
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 
4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari‟ah 
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara. 




6. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing. Terimakasih 
atas kesabaran, bimbingan dan arahannya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam 
Negeri Purwokerto. 
8. Segenap Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 
9. Kepada Ayahanda Suharsono dan Ibunda (alm) Susanti Yoksiyah, yang telah 
mencurahkan semua kasih sayangnya, merawat, mendidik, dan tak pernah 
lelah mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya, agar menjadi anak yang 
dapat membanggakan orang tua.  
10. Kepada kedua kakakku yaitu Eka Mustika Praseti dan Yoga Philo Sopia serta 
tidak lupa dengan kedua kakak ipar yaitu Sofia Amelia dan Umay kurnia yang 
selalu memberi motivasi dan bimbingannya.  
11. Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh pondok 
pesantren Al-Hidayah Karangsuci  Purwokerto. 
12. Terimakasih kepada Agnia Saefa Alfi yang telah membantu mencari data 
dalam pengerjaan skripsi ini.  
13. Teman-teman santri Pondok Pesantren al-hidayah Karangsuci, Mba Novia Isti, 
Mba sefi, Mba Atiq, Mba Eni, Mba Afni, Mba Fina Nur Abdillah, Afi 
Fadhilah, tyas, dan Iim yang telah menemani dan menjadi saksi dalam proses 
pembuatan skripsi ini. 
14. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum tata Negara angkatan 2016, 
terimakasih telah turut mewarnai masa kuliahku dan memberikan do‟a, 
dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  
15. Dewan Mahasiswa fakultas syariah Kabinet Sardotisme, terimakasih telah 
mengajarkan saya dalam berorganisasi. 
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini 
yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga Allah membalas 
kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasanya. 
 
xv 
Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari 
pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat 
bagi penulis dan pembaca. Aamiin. 
 
Purwokerto,  Mei 2020 
Penulis,  
 
Yosi permatasari  







HALAMAN JUDUL ...................................................................................  i 
PERNYATAAN KEASLIAN .....................................................................  ii 
PENGESAHAN...........................................................................................  iii 
NOTA DINAS PEMBIMBING ..................................................................  iv 
ABSTRAK ...................................................................................................  v 
PEDOMAN TRANSLITERASI .................................................................  vi 
HALAMAN MOTTO .................................................................................  xi 
HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................  xii 
KATA PENGANTAR .................................................................................  xiii 
DAFTAR ISI ...............................................................................................  xvi 
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................  xx 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah ..............................................................  1 
B. Definisi operasional .....................................................................  12 
C. Rumusan masalah ........................................................................  13 
D. Tujuan dan manfaat penelitian .....................................................  14 
E. Kajian pustaka .............................................................................  15 
F. Kerangka teori .............................................................................  17 
G. Metode penelitian ........................................................................  21 
H. Sistematika pembahasan. .............................................................  24 
BAB II PEMIDANAAN ANAK DAN MAQASHID SYARI’AH 
A. Pemidanaan Anak  .......................................................................  26 
 
xvii 
1. Hukum Pidana .......................................................................  26 
2. Pembagian Hukum Pidana .....................................................  27 
3. Tindak Pidana Anak...............................................................  28 
4. Sistem Peradilan Pidana Anak ...............................................  32 
5. Sanksi Pidana Anak ...............................................................  39 
6. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak  
Pidana ....................................................................................  43 
7. Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana  
Nasional ................................................................................  52 
B. Maqashid as-Syariah ...................................................................  54 
1. Pengertian Maqashid as-Syariah ............................................  54 
2. Konsep Maqashid Syari‟ah ....................................................  56 
3. Perkembangan Maqashid as-Syariah ......................................  59 
4. Pembagian dan metode penetapan Maqshid Syariah ..............  60 
C. Metode Maqashid as-Syariah dikaitkan dengan Undang-Undang  
35 Tahun 2014 Pelaku Tindak Pidana Anak dengan sanksi pidana 
penjara .........................................................................................  72 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian  ...........................................................................  76 
B. Sumber Data ................................................................................  78 
1. Sumber Data Primer...............................................................  78 
2. Sumber Data Sekunder ..........................................................  78 
C. Metode Pengumpulan Data ..........................................................  79 
 
xviii 
1. Observasi ...............................................................................  80 
2. Wawancara ............................................................................  80 
3. Dokumentasi ..........................................................................  81 
D. Teknik Analisis data ....................................................................  81 
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA 
NO.14/PID.SUS-ANAK/2019/PN PWT DENGAN PERKARA PUTUSAN 
NO. 8/PID.SUS-ANAK/PN PWT  
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Anak ........  85 
B. Perkara Putusan No 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan  
Perkara Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/PN Pwt ..............................  89 
1. Deskripsi Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Yang Dilakukan  
Pada Anak .............................................................................  89 
2. Analisis Putusan Berdasarkan Dari Hukum Positif .................  92 
a. Perkara Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt ........  92 
b. Perkara Putusan No 8/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt ...........  96 
3. Dualisme Putusan Hakim dalam Perkara Putusan  
No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dan Perkara Putusan  
No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan Penjatuhan  
Hukuman Sanksi Pidana Penjara ............................................  99 
C. Pidana Anak Berkaitan Dengan Maqashid as-Syariah Tentang  
Pemeliharaan dan Perlindungan Terhadap Lima Hal Pokok 
(al-Dharuriat al-Kulliat al-Khams) ..............................................  114 
D. Perkara Dalam Putusan No 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt Dan  
 
xix 
8/Pid.Sus-Anak/PN Pwt  Berdasarkan Maqashid As-Syariah .......  119 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan .................................................................................  129 
B. Saran ...........................................................................................  131 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN LAMPIRAN 










Lampiran 1 Foto Dokumentasi 
Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesediaan Pembimbing 
Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal 
Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 
Lampiran 5 Blangko/Kartu Bimbingan Skripsi 
Lampiran 6 Surat Keterangan BTA PPI 
Lampiran 7 Surat Keterangan KKN 
Lampiran 8 Surat Keterangan PPL  
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Aplikom  
Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris 






A. Latar Belakang 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 
suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan 
perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang) dengan 
disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan 
tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana 
pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah 
disangka melanggar larangan tersebut. 
Hukum pidana dibedakan menjadi dua yakni, hukum pidana materiil 
dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ialah semua peraturan yang 
memuat atau merumuskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat 
dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang diterapkan. 
Hukum pidana materiil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta 
syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum. Hukum 
pidana material dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 
1. Hukum pidana umum, adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua 




2. Hukum pidana khusus, adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-
orang tertentu, seperti anggota TNI (militer), atau mereka yang 
dipersamakan dengan militer, atau untuk perkara-perkara tertentu, seperti 
perkara-perkara hukum yang ditangani oleh peradilan militer, peradilan 
tata usaha negara, dan peradilan agama. 
Sedangkan hukum pidana formil, ialah peraturan-peraturan hukum 
yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum 
pidana materiil. Jadi, hukum pidana formil  mengatur antara lain bagaimana 
menerapkan sanksi hukum terhadap seseorang yang melanggar ketentuan 
hukum pidana materiil. 
1
 
Tujuan adanya hukum pidana yaitu untuk melindungi individu dari 
kekuasaan penguasa atau negara dan untuk melindungi masyarakat dari 
kejahatan. Sehingga pemberian hukuman tindak pidana mendapatkan efek jera 
bagi yang melakukan tindak pidana dengan hukuman yang diberikan dalam 
putusan hakim dalam perkara. Dalam pemberian hukum untuk dapat 




Maqashid as-syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari 
suatu penetapan hukum. Kajian terhadap maqashid as-syariah itu sangat 
penting dalam upaya ijtihad hukum.
3
 Imam al-Ghazali menuliskan bahwa 
                                                             
1 Mokhammad Najih dan Solmin, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang : Setara Press, 
2014), hlm. 172 
2 Ahmad Bahiej, Bahan Ajar Hukum Pidana, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2008), hlm 6-8. 
3 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi, (Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, 1996), hlm 5. 
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kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharury, hajy dan 
tahsiny. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima 
hal penting, hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-Nafs (memelihara 
jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz al-mal (memelihara harta), hifdz 
al-irdl (memelihara Kehormatan).  
1. Hifdz ad-din (memelihara agama) menjadi haq attadayyun (hak beragama) 
yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini 
bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun 
sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan 
agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. 
Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta 
situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberaagamaan seseorang.  
2. Hifdz an-nafs (menjaga jiwa) menjadi haq alhayat (hak hidup). Hak ini 
bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini 
seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik 
bagi diri dan masyarakat. Hak hidup haris diorientasikan pada perbaikan 
kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. 
3. Hifdz al-aql (memelihara akal), yaitu haq al-ta‟lim (hak mendapatkan 
pendidikan). Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga 
kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan 
akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada 
dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian 
terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal 
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tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan 
keamanan untuk karya intelektual. 
4. Hifdz an-Nasl (memelihara keturunan) dalam hukum islam memelihara 
keturunan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu dalam hukum 
Islam untuk meneruskan keturunan harus melalu perkawinan yang sah 
menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah dan 
dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum keluargaan dan hukum 
kewarisan Islam yang ada dalam al-Qur‟an merupakan hukum yang erat 
kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. 
Dalam al-Qur‟an, hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah 
perkawinan dan kewarisan disebutkan secara tegas dan rinci, seperti 
larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam QS. 4(al-Nisa‟) : 23. 
Sedangkan larangan berzina, disebutkan dalam QS. 17 (al-Isra‟) : 32. 
5. Hifdz al-mal (memelihara harta), yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal ini 
tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari 
gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang 
untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, misalnya bekerja. Dalam 
arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka 
lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat 




                                                             
4 Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syari‟ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, 
Jurnal Ilmiah al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010), hlm 8-9. http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1 
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Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu 
generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang 
berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak 
terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi 
sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju 
masyarkat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan 
UUD 1945. 
Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak 
berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun 
sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan 
hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar 
pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan 
perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. 
Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak 
ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan 
kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu 
tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan 
hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan 
anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan 
kebijakan dan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai 
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Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Anak pasal 1 angka 3 dan angka 4 menyebutkan bahwa: 
1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana. 
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.  
Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan 
berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan 
pengalaman. Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasikan 
oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 
tentang Konvensi Hak-hak Anak memberikan definisi yang dimaksud dengan 
“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh 
atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum Pidana”.  
Indonesia merupakan negara berkembang di mana seluruh aspek 
mengalami kemajuan. Di satu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu 
pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan 
pada umumnya yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang 
tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin 
                                                             
5 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta : Rajawali, 
2014), hlm. 1-3. 
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lama makin menjurus pada tindak melanggar hukum seperti tindakan pidana. 
Seperti banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia ialah pemerasan, 
penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang narkoba, pencurian, 
penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. 
Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan 
begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh 
anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan 
perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak 
yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas 
mutu hidup manusia. Sehingga dalam memberi hukuman terhadap anak sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Berdasar hasil pemaparan Komisi Perlindungan Anak (KPAI), KPAI 
menangani 1.885 kasus pada semester pertama 2018. Dari angka itu, Anak 
Berhadapan dengan Hukum (ABH) seperti jadi pelaku narkoba, mencuri, 
hingga asusila menjadi kasus yang paling banyak. Data KPAI menyebutkan 
ada 504 kasus ABH, kemudian di posisi kedua ada kasus keluarga dan 
pengasuhan alternatif atau anak yang orangtuanya bercerai dengan 325 kasus. 
Posisi ketiga, pornografi dan cyber crime dengan 255 kasus.
6
 Dalam kasus 
ABH, kebanyakan anak masuk Lembaga Pemasyarakatan Khususnya Anak 
                                                             
6 Dari data tahun 2011 sampai saat ini, ABH menempati posisi paling tinggi. Kemudian 




(LPKA) karena mencuri sebanyak 23,9 persen. Selanjutnya, kasus narkoba 
17,8 persen, kasus asusila 13,2 persen dan lainnya.
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Salah satunya dalam putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt 
dengan dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt. Dalam putusan 
nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt menyatakan pada kisaran bulan agustus 
2019 di daerah Baturaden. Terdapat kasus yang melibatkan anak dalam 
pengepulan Judi Toto Gelap (Togel). Bahwa anak tersebut yang bernama 
Mukti Santoso alias Mukti bin Koko Widodo selaku pengepul judi togel 
nomor hongkong bertugas menarik uang pembelian judi togel nomor 
hongkong dari para pemasang yang membeli nomor togel hongkong melalui 
sms. Atas dasar perbuatan tersebut maka anak Mukti Santoso terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 
303 ayat (1) ke-2 KUHP “Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam 
perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan 
kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat”. 
Dalam perspektif Hukum, Pasal 1 Undang-undang 7 Tahun 1974 
menyatakan semua tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan. Sesuai dengan 
rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis (Pasal 
542 ayat (1) dan (2)) yang menyebutkan adanya ketentuan larangan untuk 
melakukan perjudian, dan sekarang diganti dengan Undang-undang 7 Tahun 
1974 tentang Penertiban Perjudian. Selain itu perjudian secara yuridis diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 
                                                             
7 Arief Ikhsanudin, “Ada 504 Kasus Anak jadi pelaku Pidana, KPAI Soroti                 
Pengawasan Ortu”, https://m.detik.com, diakses 4 desember 2019 pukul 18.34. 
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Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang 
Penertiban Perjudian. Sehingga hasil persidangan hakim perbuatan anak 
Mukti Susanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat 
(1) ke-2 KUHP dan berdasarkan pasal 71 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan dalam Laporan Penelitian 
Kemasyarakatan (Litmas). Sehingga Anak di jatuhkan hukuman dengan 
pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari, serta dibebankan anak membayar 
biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
8
  
Sedangkan dalam putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019 PN 
Pwt menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang 
dilakukan oleh seorang anak Hari Agung Farrel Prayoga alias Farrel alias 
Jebeng terhadap korban Vevi Rizkia Ningsih alias Mega di Desa Ciberung Rt. 
05/04 Kecamatan Ajibarang. Atas dasar perbuatan tersebut maka jaksa 
penuntut umum menyatakan bahwa tersangka terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 1 tahun di Lembaga 
                                                             




Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo di Purworejo dan pidana pelatihan 
kerja selama 3 bulan.  
Terdapat unsur-unsur pertimbangan hakim dalam memutuskan 
perkara-perkara tersebut. Mencermati fakta persidangan setelah mempelajari 
hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak serta perbuatan anak maka 
hakim berpendapat pembinaan dengan menempatkan anak di Lembaga 
Pemasyarakatan yang mempunyai tujuan sebagai efek jera agar tidak 
mengulangi perbuatan yang sama, dimana anak diberi kesempatan untuk 
memperbaiki dirinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar kelak kembali 
ke masyarkat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi 




Pemenjaraan yang digunakan sebagai sanksi atau hukuman tindak 
kejahatan yang terjadi, merupakan sebuah pembatasan bagi para pelakunya. 
Terkait masalah penjara, maka yang harus menjadi perhatian dan sorotan bagi 
kita adalah masalah pemenjaraan anak. pemenjaraan yang merupakan 
penjatuhan atau penetapan hukuman penjara bagi seseorang yang melanggar 
dan melakukan tindak pidana.
10
 Konsep perlindungan korban dalam sistem 
peradilan pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti 
tidak ada perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan 
korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindugan hidup manusia itu 
                                                             
9 https://sipp.pn-purwokerto.go.id, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 
8/Pid.Sus-Anak/2019 diakses tanggal 14 Januari 2020 pukul 21.30. 
10 J.S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : 
Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1033. 
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sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak 
yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan 
demikian, manusia memiliki hak karamāh (hak pemuliaan) dan hak faḍīlah 
(pengutamaan manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu 
sendiri, yaitu raḥmatan lil „ālamīn, yakni keselamatan dan kesejahteraan 
merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi. Tujuan 
hukum Islam disebut dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan dasar hukum 
Islam.
11
 Menurut Imam Syatibi maqashid as-syariah atau maslahat 
dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya 
kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan 
menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup kehidupan seperti makan, 
minum, salat, shaum, dan ibadah lainnya. Maka dari sini tentu agama Islam 
sendiri pun memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa 
terkecuali. Sehingga dalam hal ini fokus pada pemenuhan hak-hak anak pada 
masyarakat dalam pemberian sanksi pidana penjara. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami 
secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan yang berjudul “Perbedaan 
Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak” 
 
 
                                                             
11 Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional 
Dan Sistem Hukum Pidana Islam”,  urnal Al-Manāhij   ol.      No.     uni      hlm 42-43. 
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/ 
12 Iqbal Kamalludin dan Barda Nawawie Arief, “Kebijakan Reformasi Maqashid al-
Syariah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara”, Jurnal AL-
„ADALAH  Vol 15, No. 1 (2018), hlm 206. http://ejournal.radenintan.ac.id 
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B. Definisi Operasional 
Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang 
berjudul Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Sanksi 
Pidana Penjara Bagi Anak maka penulis memberikan penjelasan beberapa 
istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut: 
1. Pidana Penjara  
Pidana  penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat 
dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidan terdiri atas pidana pokok, 
yang meliputi: pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Pada 
pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP 
terdiri dari pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu 
tertentu. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum 
para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang 
bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, 
maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting menggeser 
kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.
13
 
2. Tindak Pidana Anak 
Kenakalan anak di ambil dari istilah asing Juvenile Delinquency. 
Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada 
masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan Delinquency 
artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas 
                                                             
13 Banda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, (Semarang : 
UNDIP Press. 1996), hlm. 42.  
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artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, 
pengacau, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain. Menurut Paul 
Moedikno Juvenile Delinquency adalah semua perbuatan yang dari orang-
orang dewasa mrupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan 
delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, 
seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya. Sedangkan 
menurut Romli Atmasasmita, Juvenile Delinquency yaitu setiap perbuatan 
atau tingkah laku seseorang di bawah umur 18 tahun dan belum kawin 
yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku 
serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang 
bersangkutan. Dengan demikian Juvenile Delinquency adalah suatu 
tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupaun 
norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Ketentuan hukum 
mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana 
diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan anak perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara 




C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, adapun yang 
menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut; 
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 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 11-29. 
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1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Anak 
dalam putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt dengan putusan 
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019 Pn Pwt? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Anak 
dalam putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt dengan putusan 
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt dilihat dari prespektif Maqashid as-
Syariah? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 
pidana penjara terhadap anak dalam putusan perkara pidana Nomor 
14/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt dengan putusan Nomor Nomor 
8/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 
pidana penjara terhadap anak dalam putusan perkara pidana Nomor 
14/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt dengan putusan Nomor Nomor 
8/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt sudah sesuai dengan ketentuan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 





2. Manfaat penelitian  
1) Secara teoritis, diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan 
hukum khususnya hukum pidana anak tentang pemberian sanksi 
pidana penjara dalam prespektif maqashid as-syariah. 
2) Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten 
dibidang hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum pidana 
anak. Selain itu, untuk menambah wawasan para pembaca mengenai 
tindak pidana terhadap penjatuhan hukuman pidana penjara bagi anak 
yang melakukan tindak pidana anak.  
  
E. Kajian Pustaka 
Penelusuran awal sampai saat ini peneliti menemukan penelitian atau 
tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, 
diantaranya yaitu penelitian : 
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Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-
Anak/2015/Pn.Mks)”, skripsi, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017. 
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17 Affan Nurhaq Salahudin “Pemenjaraan Anak Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam 
Dan Hukum Positif”, Skripsi, Fakultas Perbandinagan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 
2011. http://digilib.uin-suka.ac.id 
18Aditya Alamsyah, “Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Agama Dalam Prespektif 





















F. Kerangka Teori 
1. Putusan Hakim 
Putusan pengadilan (Hakim), khususnya dalam perkara pidana, 
menurut pasal 1 angka 11 KUHAP ditegaskan bahwa putusan Pengadilan 
(Hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang 
terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 
Putusan yang berisi pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwa kepadanya (pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas 
(vrijspraak) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang. Ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. 
Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum 
(onstlaag van alle rechtsvolging) adalah putusan yang dijatuhkan jika 
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu 
perbuatan pidana (pasal 191 Ayat (1) dan (2) KUHAP).
 19
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2. Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 
Belanda yaitu “staffbar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan 
kata “staffbar feit” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak 
pidana” tetapi dalam Undang-undang hukum pidana tidak memberikan 
suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan 
“staffbar feit”. 
Simons, merumuskan staffbar feit adalah suatu tindak melanggar 
hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat 
dihukum. 
Menurut Pompe staffbar feit merupakan suatu pelanggaran norma 
yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan 
dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan 
dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum”.
20
  
a. Jenis-jenis Sanksi Pidana 
Jenis sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan 
pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana 
pokok dijatuhkan. Pidana itu ialah: 
                                                             
20 Andi Sofyan dan Nur azisa, Hukum Pidana, (Makasar : Pustaka Pena Press, 2016), 
hlm. 96-98.  
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1) Pidana Pokok 
a) Pidana mati 
b) Pidana penjara 
c) Pidana kurungan 
d) Pidana denda 
e) Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU 
No. 20 tahun 1946) 
2) Pidana Tambahan 
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
b) Perampasan barang-barang tertentu 
c) Pengumuman putusan hakim.21 
3. Hukum Perlindungan Anak 
Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 
perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hak anak 
dalam Undang-undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan 66. Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. 
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Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk 
melindungi anak dalam kekerasan ataupun tindak pidana, sehingga negara 
Indonesia membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan 




4. Maqashid as-syariah  
Maqashid al-Syari‟ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari‟ah. 
Kata maqashid merupakan bentuk jama‟ dari maqashad yang berarti 
maksud dan tujuan, sedangkan syari‟ah mempunyai pengertian hukum-
hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk 
mencapai kebahagian hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan 
demikian, maqashid al-syari‟ah berarti kandungan nilai yang menjadi 
tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari‟ah 
adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukuman.  
Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan 
kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Maqashid Syariah berarti 
tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. 
Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi menjadi 
tiga tingkatan hieraksi, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. 
Dharuriyyat adalah kemashlahatan yang sifatnya harus dipenuhi 
dan apabila tidak dipenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan 
kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan 
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keadaan hewan. Al-kuliyyat al-khamsah merupakan contoh dari tingkatan 
ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan. 
Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemashlahatan 
hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai 
mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak 
terdapat pada bab mubah dalam mu‟amalah termasuk dalam tingkatan ini. 
Tahsiniyyat adalah mashlahatan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat 
agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-




G. Metode Penelitian  
Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan kata 
penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang 
berarti cara atau menunjukan suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah 
yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memenuhi suatu 
subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. 
Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis 
data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 
Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah 
cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu 
pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.
24
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1. Jenis Penelitian  
Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini penulis akan 
menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses 
penyimpulan induktif.
25
 serta penelitian yang disertai lapangan dengan 
analisis wacana. Penelitian lapangan bisa dimulai dengan perumusan 
permasalahan yang tidak terlalu baku, instrumen yang digunakan juga 
hanya berisi tentang pedoman wacana. Analisis wacana ini serupa dengan 
analisis isi, hanya saja bukan tampilan frekuensi dari topik tertentu, tetapi 
lebih jauh menggali topik tersebut pada setting atau kondisi yang muncul 
bersamaan atau melatarbelakangi topik tersebut.
26
 
2. Sumber Data  
Adapun sumber data yang akan digunakan adalah :  
a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama. Data primer yang dijadikan sumber berasal dari wawancara 
salah satu hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dengan memberikan 
keterangan penyelesaian perkara anak. Serta salinan putusan No. 
14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan salinan putusan dengan dalam 
putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt. 
b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, 
yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang 
mendukung untuk lebih menguatkan data penulis. Dalam buku 
pedoman penulisan skripsi Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto 
                                                             
25 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, ((Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7-8. 
26 Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), 
(Depok : Rajagrafinda Persada, 2018), hlm 140. 
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fakultas Syariah, sumber sekunder adalah penelusuran data melalui 
bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari 
lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan 
yang telah dilakukan sebelumnya dan buku. Data sekunder dalam 
penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, Undang-
undang yang berkaitan dengan Undang-undang mengenai Sistem 
Peradilan Anak dan Peradilan Anak serta mengenai maqashid as-
syariah. 
3. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Metode pengambilan data yang digunakan harus dipenuhi secara 
tertib. Pada umumnya setiap alat atau metode pengambilan data 
mempunyai pelaksanaan terdapat pemgambilan data yang dilakukan ialah 
pemngambilan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang 
langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari 
sumber pertamanya. Sedangkan data sekunder itu biasanya telah tersusun 
dalam bentuk dokumen-dokumen.
27
 Dalam proses penelitian ini 
menggunakan metode sebagai berikut : 
a. Metode obsevasi, yaitu peneliti meneliti langsung untuk mendapatkan 
data yang diperlukan dalam penelitian di Pengadilan Negeri 
Purwokerto. 
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 Sumadi Suryabrata, metode penelitian, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 39. 
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b. Metode wawancara, yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang 
dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data secara langsung dengan 
bertanya kepada pihak yang terlibat dalam permasalahan yang akan 
diteliti. 
c. Dokumentasi, yaitu langkah pengumpulan data berupa catatan, foto, 
dokumen-dokumen dalam membantu proses pengumpulan data.  
4. Teknik Analisis Data  
Seteleh mengumpulkan data-data selanjutnya menganalisisnya. 
Menganalisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam 
penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan di 
gunakannya, data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dank 
arena itu analisis macam ini disebut juga analisis isi (Content Analisis).
28
 
Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil 
penelitian adalah Content Analysis atau analisis isi. Mengumpulkan data-
data yang diperoleh baik dari sumber primer berupa putusan hakim serta 
analisis peran pemberian hukuman pidana anak dalam memberikan sanksi 
pidana penjara dengan hasil wawancara langsung terhadap pelaku pidana 
anak maupun sekunder seperti buku dan karya tulis dianalisis secara 
kualitatif. 
 
H. Sistematika Pembahasan  
Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka 
pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung 
sub bab. penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :  
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BAB I : Bab Pendahuluan, merupakan uraian tentang hal-hal yang 
mendasari diperlukannya penelitian, yang terdiri dari: latar 
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II : Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang pemidanaan anak 
dan Maqashid as-Syariah.  
BAB III : Pada Bab ini akan menerangkan metode penelitian tentang jenis 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data. 
 BAB IV : Membahas Analisa hasil putusan dan wawancara terhadap hakim 
dalam penjatuhan hukuman pidana penjara yang dilakukan pada 
anak di bawah umur menurut Maqashid as-Syariah dan Hukum 
Positif. 
BAB V  : Bab ini  merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, 
saran, dan kata penutup. Kemudian, bagian yang paling akhir 






PEMIDANAAN ANAK DAN MAQASHID SYARI’AH 
 
A. Pemidanaan Anak  
1. Hukum Pidana  
Kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang 
seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan 
pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh 
pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah 
sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati 
sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.  
Pengertian hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Lemaire tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi 
muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang 
disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan 
kehendak pembuat undang-undang, yang dituangkan ke dalam undang-
undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana, 
lebih terfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana 
yang berisi norma da sanksi atau aturan hukum pidana yang menentukan 
siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum, dan jenis 
sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Lemaire mungkin lupa bahwa selain 
hukum pidana materiil, juga dikenal hukum pidana formil yaitu aturan 
hukum yang tidak mengatur norma dan sanksi, melainkan mengatur 
27 
 




Menurut Prof Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk : 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 




2. Pembagian Hukum Pidana 
Hukum pidana dapat dibagi menjadi sebagai berikut: 
a. Hukum pidana objektif (Ius Punale) ialah semua peraturan yang 
mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana 
diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana 
objektif dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. 
Hukum pidana materiil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan 
perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat 
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dihukum, dengan hukuman apa menghukum seseorang. Sedangkan 
hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur cara-cara 
menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan 
pelaksanaan dari hukum pidana materiil). 
b. Hukum pidana Subjektif (Ius Puniendi), ialah hak negara atas alat-alat 
untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Pada 
hakikatnya hukum pidana objektif itu membatasi hak Negara untuk 
menghukum. Hukum pidana subjektif ini baru ada, setelah ada 
peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif. 
c. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap 
setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) 
kecuali anggota ketentaraan.  
d. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk 
orang-orang tertentu. Misalnya, hukum pidana militer, berlaku khusus 
untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer.
31
 
3. Tindak Pidana Anak 
Anak menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
pasal 1 angka 2 ialah : 
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin.  
Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 
UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat 
disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
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a. belum mencapai umur genap 21 tahun, batas umur genap 21 tahun 
tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-
undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak 
melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu 
berdasarkan hukum yang berlaku.  
b. Belum pernah kawin, yang dimaksud dengan frasa “belum pernah 
kawin” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesajahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan 
perkawinan. 
Selain itu, Pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-
undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ialah : 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 
UU No. 35 Tahun 2014 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat 
disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Belum berusia 18 tahun 
b. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.32 
Tindak pidana anak (Juvenil Deliquency) merupakan salah satu 
masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di 
Indonesia. Seyogyanya anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari 
keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi 
                                                             




Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan 
bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 




Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti 
bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah 
laku dari anak-anak puber tersebut di atas, antara lain: 
a. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar 
serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan 
masyarakat dewasa ini sedang demam materiil dimana orang 
mendewa-dewakan kehidupan lux  atau kemewahan, sehingga anak-
anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam 
situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia 
materiel. Anak puber dan adolescent ini pada umumnya belum 
berpenghasilan, sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa 
dan memanjakan diri dalam bentuk materiel, misalnya ingin 
berpakaian bagus, naik motor, piknik, pesta pora, hura-hura, dan lain-
lain demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut 
untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-
emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan 
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dari orangtua kurang, maka akan mudah sekali anak muda/remaja 
terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, 
menondong dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa 
harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.  
b. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk 
keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, 
misalnya, terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di 
jalan raya.  
c. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya 
dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras. 
d. Sikap hidup bercorak asosial dan keluar dari pada dunia kearah dunia 
subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan teknis yang 
sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan 
sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih 
berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen 
hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak kita temui pemuda-
pemuda yang mempunyai geng-geng tersendiri. Akibatnya timbul 
kericuhan, perkelahian antara geng dimana-mana. Anak-anak dalam 
geng yang demikian delinquent ini umumnya mempunyai kebiasaan 
yang aneh dan mencolok (kontroversial), senang mengunjungi tempat-
tempat hiburan, pelacuran (prostitusi), perjudian dan mabuk-mabukan. 
Selain itu juga gemar sekali mencari gara-gara, tingkahnya 
menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran 
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dimana-mana sebagai sasaran keberandalanya. Semua gejala 
keberandalan dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses 
perkembanganpribadi anak yang mengandung unsur ledakan-ledakan 
dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian 
jiwa.  
e. Pencarian suatu identitas diri menuju kedewasaan cenderung 
melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari 
aku “ideal” sebagai identitas baru serta subsitusi identifikasi yang 
lama.  
Hal-hal tersebut di atas, bisa dimengerti, fase-fase remaja dan 
adolescent adalah suatu proses transisi di mana tingkah laku anti sosial 
yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati 
membuat anak remaja/adolescent kehilangan kontrol, kendali emosi 
yang meletup menjadi boomerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa 
adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu 
oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi 




4. Sistem Peradilan Pidana Anak 
Berbicara masalah hukum pidana akan selalu terbentur pada suatu 
titik pertentangan yang paradoksal yaitu bahwa pidana di satu pihak 
diadakan untuk melindungi kepentingan seorang anak. Menurut Mustapa 
                                                             
34 Wagiati Soetedjo dan Melani¸ Hukum Pidana Anak¸ (Bandung : Refika Aditama, 
2017), hlm 14-15. 
33 
 
yang mengutip pendapat Sanusi Has menyatakan bahwa pelaksanaan 
terhadap terpidana didasarkan pada pandangan : 
a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 
meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada 
narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia 
dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. 
b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang hidup 
diluar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai 
warga yang berguna sedapat-dapatnya tidak terbelakang. 
c. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, 
jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu mata 
pencarian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.  
Adapun poroses dalam memutuskan perkara pada pelaku tindak 
pidana pada anak, sebagai berikut : 
a. Penyelidikan dan penyidikan35 
Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem 
peradilan pidana Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian. 
Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada 
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tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap 
atau diduga sebagai tindak pidana. 
Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan 
pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu 
membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta 
sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. 
Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan 
mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang 
ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan 
menentukan pelakunya. 
b. Penuntutan 
Tahap penuntutan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu tahap 
pra penuntutan dan tahap penuntutan itu sendiri yang diwujudan 
dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan 
dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan 
dengan disertai permohonan untuk memeriksa perkara yang diajukan 
ke pengadilan. Berkas perkara yang diajukan oleh penyidik ke 
penuntut umum kemudian diperiksa oleh penuntut umum dalam proses 
prapenuntutan. KUHAP menyebutkan tentang prapenuntutan tersebut. 
Istilah prapenuntutan ini sebenarnya dituangkan dalam ketentuan Pasal 
14 sub b KUHAP, dengan memeperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat 
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(3) dan (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
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Jika berkas berkas perkara penyidik telah dinyatakan lengkap 
oleh penuntut umum, maka tahapan dilanjutkan ke proses berikutnya, 
penuntutan, yang ditandai dengan penyusunan surat dakwaan. Surat 
dakwaan disusun oleh penuntut umum berdasarkan berkas perkara 
yang disusun oleh penyidik, sehingga apabila terdapat kesalahan pada 
berkas perkara, maka surat dakwaan sampai dengan proses peradilan 




Berkas yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya 
penuntut harus membuat surat dakwaan. Setelah surat dakwaan 
diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan 
perkara ke pengadilan. Sebagai tindak lanjut pelimpahan berkas 
perkara ke pengadilan, penuntut berkewajiban menyampaikan 
pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu 
perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 
ditentukan. Tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai 
adalah melakukan penuntutan, menuntut perkara demi kepentingan 
hukum dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan 
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tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-
undang ini seperti penetapan hakim. Jika terdakwa meminta kepada 
penuntut umum untuk dilakukan penagguhan penahanan dengan atau 
tanpa syarat jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang 
ditentukan, maka penuntut dapat melakukan penagguhan penahanan.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh 
pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu 10 (sepuluh) hari. 
Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari tidak selesai maka akan 
dilakuakn perpanjangan hingga 15 (lima belas) hari. Dalam waktu 25 
(dua puluh lima) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas 
perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Apabila dalam jangka waktu 
tersebut berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, 
maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
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c. Pemeriksaan di Pengadilan39 
Apabila suatu perkara pidana telah selesai disusun surat 
dakwaannya, maka perkara tersebut diajukan kepengadilan. KUHAP 
membedakan acara pemeriksaan yang akan dilakukan dalam 
pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Dasar titik tolak pembedaan 
tata cara pemeriksaan ditinjau dari segi tindak pidna yang akan diadili 
pada satu segi, dan dari segi mudah atau sulitnya. 
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Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan 
bersalah atau tidaknya, anak berada dalam penahanan menjadi 
renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali tentang kondisi 
kejiwaan dan perkembangan anak. Hakim yang melangsungkan 
persidangan yaitu hakim anak. Hakim dalam memberikan keputusan 
terhadap anak masih menetapkan putusan pidana penjara terhadap 
anak. 
Pertimbangan pemutusan hukum yang dilakukan oleh hakim 
dalam proses persidangan yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak tergolong ringan, jaksa menuntut pidana dibawah 1 (satu) tahun. 
Terhadap tuntutan jaksa tersebut, hakim akan mempertimbangkan 
berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Hakim akan memutuskan pidana 
penjara terhadap seorang anak seringan-ringannya adalah 4 (empat) 
bulan, dipotong masa tahanan 3 (tiga) bulan, jadi anak akan 
menjalankan pidana penjaranya tinggal 1 (satu) bulan lagi. Umur anak 
yang ditangani pengadilan anak disetiap negara berbeda-beda, namun 
terdapat kesepakatan batas usia anak laki-laki 16-20 tahun dan untuk 
anak perempuan 16-21 tahun. 
d. Putusan pengadilan40 
Putusan pengadilan atau putusan hakim pada dasarnya 
memiliki 3 (tiga) macam putusan yang akan diberikan kepada 
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terdakwa di akhir persidangan, adapun jenisjenis putusan tersebut 
adalah sebagai berikut :  
1) Putusan bebas ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa dari 
hasil pemeriksaan disidang, keslaahan terdakwa atas perbuatan 
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan (Pasal 191 ayat (1)). 
2) Putusan lepas dari segala tuntutan jika pengadilan berpendapat 
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, 
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 
191 ayat (2)).  
3) Putusan pemidanaan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1)). 
e. Pelaksanaan Hukuman41 
Hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan 
hukuman penjara tetapi tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan 
tindak pidananya. Ganti rugi yang paling sesuai untuk anak adalah 
kerja proyek masyarakat dibandingkan ganti rugi berbentuk uang 
karena pada umumnya anak tidak mempunyai kemampuan untuk 
mengganti rugi uang terutama bagi anak dari keluarga miskin atau 
homeless. Ganti rugi dengan kerja proyek akan melatih anak untuk 
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bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hukuman yang diberikan 
kepadanya.  
Anak pelaku tindak pidana harus ditangani dengan seksama 
melalui suatu sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud 
adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang 
selalu mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau 
beberapa asas yang terdiri dari : 
1) Substansi hukum (legal substance) berkenaan dengan isi/materi 
hukum yang mengatur tentang peradilan anak, 
2) Struktur hukum (legal structure) menyangkut badan/lembaga yang 
menangani peradilan anak terdiri dari badan peradilan, kejaksaan, 
kepolisian, lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum, dan lain-
lain. 
3) Budaya hukum (legal culture) yaitu berkaitan dengan resepsi dan 
apresiasi mesyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh 
tata nilai, keyakinan atau sistem sistem sosial, politik atau ekonomi 
yang hidup dalam masyarakat. 
5. Sanksi Pidana Anak 
Menurut Sudarto dalam buku Sistem Peradilan Anak di Indonesia 
yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan 
sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang 
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dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atau delik dan ini berwujud 
suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuatan delik itu.  
Setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sanksi 
pidana oleh para pakar diatas, berikut ini akan dikemukakan mengenai 
jenis-jenis dari pidana menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah 
sebagai berikut : 
a. Pasal 71 Ayat (1)  
Pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut. 
1) Pidana Peringatan 
Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 UU No. 11 
Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan 
pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan 
anak. 
Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” 
adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui 
bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” dalam Pasal 72 UU 
No. 11 Tahun 2012 adalah pidana penjara atau pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan.  
2) Pidana dengan Syarat 
Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 11 
Tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah 
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pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu 
dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat 
umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat 
khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu 
yang ditetapkan dalam putusan hakim. 
3) Pembinaan di luar lembaga 
Pembinaan di luar lembaga dapat berupa: 
a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang 
dilakukan oleh pejabat pembina; 
b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau 
c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
4) Pelayanan masyarakat 
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang 
dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan 
kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. 
5) Pengawasan 
Penjelesan Pasal 77 ayat (1) No. 11 Tahun 2012 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” 
adalah pidan yang khusus dikenakan untuk anak, yakni 
pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku 
anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian 




6) Pelatihan Kerja 
Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang 
melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, 
lembaga pendidikan vokalis yang dilaksanakan, misalnya oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. 
7) Pembinaan dalam Lembaga 
Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat 
pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, 
baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam 
lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak 
membahayakan masyarakat. 
8) Penjara  
pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan pidana 
pembatasan kebebasan diberlakukan dalam anak melakukan tindak 
pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. 
Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak 
paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang 
diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang 
dimaksudkan dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang 
dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan 
adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana 
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau 
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Undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidan penjara tidak 
berlaku pada anak. 
b. Pasal 71 ayat (2) 
Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang 
diperoleh dari tindak pidana tau pemenuhan kewajiban adat. 
Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012  menyebutkan 
bahwa yang dimkasud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau 
tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang 
tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak 
membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.
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6. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah 
satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan 
hukum bagi anak-anak tertuang dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 
1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar 
dipelihara oleh negara”. Ini menunjukkan perhatian serius bagi 
pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terutama bagi 
anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan perlindungan 
hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah 
sebagai berikut: 
a. Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil 
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b. Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak 
manusiawi atau merendahkan martabatnya. 




Menurut UU No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan pidana umum 
ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 
(delapan) tahun tetap belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin. Sedangkan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan 
belum berumur (delapan/0 tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi 
dapat dilakukan penyidik (pasal 5), dan dalam hal ini terdapat dua 
kemungkinan, ialah : 
a. Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh orang tua, 
walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali 
anak itu kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya; 
b. Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang 
tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan anak 
itu;  
c. kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari 
Pembimbing Masyarakat. 
Dasar peringanan pidana menurut UU No. 3 Tahun 1997, terdapat 
dua unsur kumulatif yang menjadi syarat, ialah: pertama, umurnya (telah 8 
tahun tapi belum 18 tahun). Kedua, belum pernah menikah. Dalam sistem 
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hukum, selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan 
seseorang. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang 
melakukan tindak pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan (23 
ayat 1). Pidana pokoknya ada 4 macam (23 ayat 2), ialah:
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a. Pidana penjara; 
b. Pidana kurungan; 
c. Pidana denda; atau 
d. Pidana pengawasan. 
Sedangkan pidana tambahan bagi anak nakal (23 ayat 3) ialah: 
a. Pidana perampasan barang-barang tertentu; dan atau  
b. Pembayaran ganti rugi. 
Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : 
a. Mengembalikannya kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; 
b. Menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja; atau 
c. Menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan 
latihan kerja. (24 ayat 1). 
Dalam hal pidana penjara, dibedakan menjadi 2 kategori (pasal 26) 
yaitu : 
a. Untuk tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau 
penjara seumur hidup, maka pidna penjara yang dapat dijatuhkan ialah 
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paling ½ (Satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang 
diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa 
(26 ayat 1); 
b. Sedangkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan pidana penjara selama-
lamanya 10 tahun ialah hanya terhadap anak nakal yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun tapi belum 18 (delapan belas) tahun (23 ayat 2). 
Pidana penjara yang dimaksud diatas, hanya boleh dijatuhkan pada 
anak nakal yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tapi belum berusia 18 
(delapan belas) tahun. Terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) 
tahun, tidak dapat dijatuhkan pidana penjara, melainkan dengan 
tindakan.
45
 Terdapat konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam 
peradilan, ialah : 
a. Restorative Justice 
Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif 
yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang 
berorienttasi pada keetarann sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam 
teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan 
pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada 
umur pembalasan yang seungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu 
perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada 
seorang pelanggar. Menurut J.E Jonkers bahwa sanksi pidana 
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dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang 
dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa 
dilakukan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana 
tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderita (agar 
yang melanggar menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada 
upaya memeri pertolongan agar dia berubah.
46
 
Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang 
dimakasud dengan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau 
korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 
keadaan semula dan bukan pembalasan. Di dalam Undang-undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada 
ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud 
dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum 
Undang-undang No 11 Tahu 2012 disebutkan: 
keadilan restorative merupakan suatu proses diversi. Artinya 
semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu 
bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu 
kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih 
baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam 
mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 
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Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan 
dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadpan dengan 
hukum. Hal ini dikarenakan konsep restorative justice melibatkan 
berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait 
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Di dalam Naskah 
Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa 
peradilan pidana anak dengan keadilan restorative mempunyai tujuan 
untuk : 
1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; 
2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses; 
3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan; 
4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak; 
5) Mewujudkan kesejahteraan anak 
6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
7) Mendorong masyarakat berpartisipasi; 
8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.48 
Terdapat tiga prinsip dasar membentuk Restorative Justice 
adalah : 
1) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat 
kejahatan, 
2) Pelaku memilki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan 
keadaan (restrosasi), 
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3) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan 
masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. 
Penggunaan program-prgram Restorative Justice : 
1) Program keadilan restorative dapat digunakan dalam setiap tahap 
sistem peradilan pidana; 
2) Proses keadilan restorative hanya digunakan apabila terdapat 
bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan 
disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku. Dalam 
hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk meundurkan 
diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga 
harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban 
yang wajar serta proporsional. 
3) Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan 
dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat 
digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum 
berikutnya, 
4) Disparitas akibat ketidak seimbangan, baik kekuatan maupun 
perbedaan kulutral harus diperhatikan dalam melaksanakan proses 
keadilan restorative, 
5) Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan 
restorative, 
6) Apabila proses retoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, 
kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan 
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pidana, dan suatu keputusan harus diiambil untuk segera 
memproses kasus terebut tanpa penudaan. Dalam hal ini pejabat 
peradilan pidana, dan suatu keputusan diambil untuk segera 
memproses kasus tersebut tanpa penudaan. Dalam hal ini pejabat 
peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk 
bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat 
yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan 




Kata diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang 
bermakna penghindaran atau pengalihan.
50
 Diversi dilakukan untuk 
memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas 
guna menciptakan pencegahan khusus yaitu ingin dicapai adalah 
membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjad 
tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan 
diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif 
terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam 
sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada 
keadilan yang menekankan pembalasan (retributive justice) dan 
keadilan yang menekankan pada ganti rugi (restitutive justice). 
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Menurut UU SPPA diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, 
yang bertujuan untuk : 
1) Mencapai perdamaian anatara korban dan anak 
2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
4) Memdorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
51
 Sistem 
diversi merupakan jalur penyelesaian kasus pidana di luar proses 
hukum formal yang dilandaskan pada konsep restorative justice. 
Keduanya memiliki kesamaan karakteristik dalam hal penyelesaian 
masalah pidan melalui musyawarah dengan melibatkan korban, 
pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Diversi dalam 
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses 
restorative justice. Artinya, dalam pelaksanaan diversi tersebut segala 
pihak ikut andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak 
pidana yang telah dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.  
Diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan 
kepada anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan 
kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya. Menurut Peter C. 
Kratcoski terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu: 
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1) Pelaksanaan kontrol sosial (social control orientation), dalam 
hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada 
pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat, dengan 
ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. 
Pelaku menerima tanggug jawab atas perbuatannya dan tidak 
diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh 
masyarakat. 
2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social 
service orientation), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat 
dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan 
menyediakan pelayanan bagi pelaku serta keluarganya. 
3) Restorative justice atau perundingan (balanced or restorative 
justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi 
kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban 
dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara 
pelaku korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait 




7. Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban menyebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa korban adalah “orang 
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yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Secara teoretis, korban tindak 
pidana diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai 
akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah 
terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) 
kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kepentingan 
korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan 
bagian perlindungan negara terhadap masyarakat sebagai konsekuensi 
logis dari teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori 
solidaritas sosial (social solidarity argument). 
53
 
Pentingnya perlindungan terhadap korban didasarkan pada tiga 
aspek, yaitu: pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem 
kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-
norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan 
atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut 
sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut 
korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan 
tersebut. Kedua, adanya argumen kontrak sosial (social contract 
argument) dan solidaritas sosial (social solidarity argument) karena negara 
boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan 
melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat 
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korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban 
dengan cara memberikan pelayanan dan pengaturan hak. Ketiga, 
perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan 
pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang 
ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan 




B. Maqashid as-Syariah 
1. Pengertian Maqashid as-Syariah 
Maqâshid al-Syarî„ah merupakan kata majmuk (idlafî) yang terdiri 
dari dua kata yaitu Maqâshid dan al-Syarî„ah. Secara etimologi, Maqâshid 
merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqshid. Yang terbentuk dari 
huruf qâf, shâd dan dâl, yang berarti kesengajaan atau tujuan.  Sedangkan 
kata al-syarî‟ah secara etimologi berasal dari kata syara‟a  yasyra‟u  
syar‟an  yang berarti membuat shari‟at atau undang-undang, menerangkan 
serta menyatakan. Dikatakan syara‟a lahum syar‟an berarti ia telah 
menunjukkan jalan kepada meraka atau bermakna sanna yang berarti 
menunjukkan jalan atau peraturan. Dengan mengetahui pengertian 
maqâshid dan al-syarî‟ah secara etimologi, maka dapat membantu kita 
menjelaskan pengertian Maqâshid al-Syarî„ah secara terminologi, yaitu 
maksud atau tujuan-tujuan dishari‟atkanya hukum dalam Islam, hal ini 
mengindikasikan bahwa Maqâshid al-Syarî„ah erat kaitannya dengan 
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  Menurut Asaf A.A Fyezee mejelaskan bahwa syari‟ah 
adalah canon law of Islam yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa 
nash-nash. Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syari‟ah adalah 
al-nushush al-muqaddasah yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-




Dasar dari maqashid syariah adalah sebagaimana disebutkan 
dalam QS. al-Jatsiyah ayat 18, yang berbunyi : 
 ُثَّ َجَعْلَنَك َعَلى َشِر يَعٍة مَِّن اأَلْمِر فَاْتَِّبْعَها َوالَ تَتَـِّبْع أَ ْهَوآَء اْلَِّذيَن الَيـَْعَلُمونَ 
Artinya :”Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu 
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat 
itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui”. (QS. Al-Jatsiyah :18) 
Dalam QS. as-Syuraa, ayat 13 juga menegaskan : 
َنا ِبِه إِبـْرَاِهيَم َوُموسَ  َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َو صَّى ِبِه نُو ًحا َوالَِّذيَأْوَحيـْ ى َشَر َع َلُكْم ِمَن الدِّ
ُْشرِِكيَنَماَتْدُعوُهْم إِلَْيِهجاللَّهُ ََيَْتِب إِ 
ينَـَول اتـَتَـَفرَّقُواِفيِهجَكبـَُرَعَلى امل لَْيِه َمْن َوعيَسىصأَلْن أَِقيُمواالدِّ
 َيَشاءُ َويـَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُِنيبُ 
Artinya : “Dia telah mensyari‟atkan bagi kamu tentang agama 
apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah 
kami wahyukan kepada dan apa yang telah kamu berpecah belah 
tentangnya. Amat berat bagi orang-orang yang musyrik agama 
yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama 
itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada 
(agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”. (QS. Al-Syuraa 
: 13) 
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 Maqashid Syariah adalah suatu konsep menekankan tujuan 
penetapan hukum islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup 
manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan 
diri dari bahaya. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M) 
mengatakan bahwa sesunggunya prinsip-prinsip dan dasar pendapatan 
hukum islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. 
Menurutnya, hukum islam itu semuanya adil, membawa rahmat, 
mengandung maslahat dan membawa hikmah. Imam al-Ghazali (450-505 
H) berpendapat, bahwa maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari 
memperoleh manfaat dan menolak mudharat. Ungkapan tersebut 




2. Konsep Maqashid Syari‟ah  
Urgensi maqashid syari‟ah didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum islam adalah hukum yang 
bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. 
Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori 
ini telah dilakukkan oleh  Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi 
mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid syari‟ah 
merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas 
landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu‟amalah antar 
sesama manusia dapat dikembalikan. Menurut  Abdul Wahhab Khallaf 
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seorang pakar ushul fiqh menyatakan bahwa nash-nash syari‟at itu tidak 
dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang menguasai 
maqashid syari‟ah (tujuan hukum) pendapatnya ini sejalan dengan 
pandangan para pakar fiqh lainnya. Wahbah al-Zuhaili juga mengatakan 
bahwa pengetahuan tentang maqashid syari‟ah merupakan persoalan 
dharuri (urgent) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat 
istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-
rahasia syari‟at.  
Kandungan maqashid syari‟ah dapat diketahui dengan merujuk 
ungkapan al-Syathibi seorang pembaharu ushul fiqh  yang hidup pada 
abad ke-8 Hijriah dalam kitabnya Al-muafaqat fi ushul al-syari‟ah. 
Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari‟at itu ditetapkan tidak 
lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada 
dasarnya syari‟at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan 
jamaah, memelihara aturan serta menyemarakan dunia dengan segenap 
sarana yang akan menyampaikan kejenjang kesempurnaan, kebaikan, 
kebudayaan, budaya dan peradaban yang mulia, karena dakwah islam 
merupakan rahmat bagi umat manusia. Sedangkan yang menjadi 
pembahasan utama dalam maqashid syari‟ah adalah hikmah dan illat 
ditetapkannya suatu hukum.  
Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara : 
a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang 
disebut dengan istilah jalb al-manafi‟. Manfaat ini bisa dirasakan 
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secara langsung saat itu juga atau tidak langsung tetapi pada waktu 
yang akan datang. 
b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering 
diistilahkan dengan dar‟ al-mafasid. 
Adapun yang menjadikan tolak ukur untuk menentukan baik 
buruknya  adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan 
manusia yang bertingkat-tingkat yakni kebutuhan primer, sekunder dan 
tersier. 
Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat 
maqashid syari‟ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan 
sebagai maqashid syari‟ah apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut 
yaitu: 
a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu 
harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. 
b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan 
hukum tersebut. 
c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau 
batasan yang jelasdan tidak diragukan lagi. 
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3. Perkembangan Maqashid as-Syariah  
Menurut Jaser Auda yang telah dikutip dalam bukunya Ahmad 
Imam Mawardi, ada tiga hal yang telah disumbangkan oleh al-Syatibi 
dalam mereformasi maqashid al-syari‟ah. Pertama, pergeseran maqashid 
al-syari‟ah dari kepentingan yang tidak terbatasi dengan jelas ke point 
dasar hukum. maqashid al-syari‟ah yang pada masa-masa sebelumnya 
dianggap sebagai bagian yang tidak jelas dan tidak dianggap sebagai 
seusatu yang fundamental dibantah oleh al-Syatibi dengan pernyataan 
bahwa justru maqashid al-syari‟ah merupakan landasan dasar agama, 
hukum dan keimanan (ushul al-din wa qawa‟id al-syari‟ah wa qulliyah al-
millah). Kedua, pergeseran dari kebijakan atau hikmah di balik aturan 
hukum, menurut maqashid al-syari‟ah itu bersifat fundamental dan 
universal (kulliyah) sehingga tidak bisa dikalahkan oleh juziyah (parsial). 
Peta sejarah perkembangan maqashid al-syari‟ah yang dikemukan 
oleh al-Raysuni, yang menekankan kategorisasinya pada tokoh, 
Muhammad Husyn dalam disertasinya memetakannya dengan kategorisasi 
perkembangan pemikirannya. Menurutnya perkembangan maqashid al-
syari‟ah dapat dibagi menjadi 3(tiga) era: pertama, era pertumbuhan 
(Nash‟ah al-Fiqr al-Maqashidi) dri mulai tahun 320 H sampai dengan 403 
H. Kedua, era kemunculan (zuhur al-Fiqr al-Maqashidi) mulai tahun 478 
H samapai dengan tahun 771 H. Ketiga, era perkembangan (Tathawur al-
Fiqr al-Maqashidi) mulai dari tahun 771 H sampai dengan tahun 790 H. 
dari tahun 790 H sesudah berakhirnya al-Syatibi diteruskan dengan metode 
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maqashid al-syari‟ah Tahir ibn Asyur pada tahun 1379 H sampai dengan 
sekarang. 
Pasca Ibn Asyur hingga saat ini, maqashid al-syari‟ah menapaki 
jalan menuju puncak kejayaan, dengan indikator utama dijadikannya 
maqashid al-syari‟ah sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab 
sebagian besar persoalan kotemporer, terutama tentang hubungan islam 
dengan modernitas, persoalan sosial, politik dan ekonomi global, serta 
persoalan mebangun global ethics (etika global) dlam upaya 
merealisasikan perdamaian dunia. Akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 
menjadi saksi semakin meningkatnya perhatian ulam dunia dan 
cendikiawan muslim terhadap maqashid al-syari‟ah.
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4. Pembagian dan metode penetapan Maqashid Syariah 
Menurut Al-Ghazali, masolahat terkait erat dengan maqashid al-
Syari‟ah. Kebaikan atau nilai-nilai yang mengandung kebajikan 
(maslahat) harus merujuk pada terpeliharanya lima hal (menjaga agama, 
kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda) dan yang menghindarkan 
dari hal-hal yang mengancam atau membahayakan mereka. Karena itu 
maslahat sering menjadi unit operasional dari maqashid al-syari‟ah. 
Doktrin atau teori maqashid al-syari‟ah adalah kelanjutan dari 
konsep maslahat sebagaimana dicanangkan para ulama sebelum Syatibi. 
Maqashid al-Syari‟ah  pada dasarnya, mengandaikan bahwa kemaslahatan 
harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang diringkas dalam lima prinsip. 
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Sedangkan menurut Syatibi tentang maqashid al-syari‟ah adalah upaya 
untuk menegakan maslahat sebagai unsur pokok tujuan hukum.
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Keterkaitan tujuan diciptakan syari‟ah yakni kemaslahatan 
manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. 
Dalam rangka pembagian maqashid syariah, aspek pertama berkaitan 
dengan hakikat pemberlakuan syari‟at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan 
awal pemberlakuan syari‟at adalah untuk mewujudkan apabila unsur 
pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah 
agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan 
memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan maqashid atau 
tujuan syariah yaitu, maqashid al-daruriyaat, maqashid al-hajiyaat, 
maqashid al-Tahsiniyat. 
Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia 
mencangkup tiga hal penting, yaitu dharury, hajy, dan tahsiny. Pertama 
adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencangkup lima hal penting, 
hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an nafs (memelihara jiwa), hifdz 




a. Hifdhz ad-din (memelihara agama) menjadi haq attadayyun (hak 
beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran 
agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun 
juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang 
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sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun 
dengan beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini 
digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk 
mengenjawantahkan keberagaman seseorang. 
b. Hifdz an-nafs (menjaga jiwa) menjadi haq alhayat (hak hidup). Hak 
ini bukan  hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini 
seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih 
baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup haris diorientasikan pada 
perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya bukan secara parsial. 
c. Hifdz al-aql (memelihara akal), yaitu  haq al-ta‟lim (hak mendapatkan 
pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga 
kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan 
akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada 
dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya 
pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan 
terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap 
akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual. Kebiasaan berpikir 
adalah suatu hal yang positif, sebab akan mempengaruhi pemiliknya 
untuk bersedia terbuka pada segala hal yang positif.
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d. Hifdz al-mal (memelihara harta), yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal 
ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari 
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gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak 
seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. 
Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk 
membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, 
semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk 
mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera. 
e. Hifdz al-irdl (memelihara  kehormatan) menjadi haq al-intirom al-
insani (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya 
untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah 
orang lain. Pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting 
dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks 
yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah 
termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.
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Untuk melihat lebih jauh hubungan antara maqâshid al-syarî„ah 
dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan 
satu persatu metode tersebut:  
a. Metode Ta‟lîlî (Metode Analisis Substantif) 
Metode Ta‟lîlî Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan 
„illat atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan 
kejadian yang telah diungkapkan dalam nash. Metode yang telah 
dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut 
adalah qiyâs dan istihsan. 
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1) Qiyâs  
Secara etimologi qiyâs berarti ukuran, mengetahui ukuran 
sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan 
sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian qiyâs secara terminology  
yang dikemukakan oleh „Abdul Karim Zaidân. menurutnya qiyâs 
adalah: 
احلاق ما مل يرد فيه نص على حكمه مبا ورد فيه نص على حكمه يف احلكم 
 ْلشرتاكهما يف علة ذالك احلكم
 
“Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat 
hukumnya dalam nas dengan suatu kasus yang hukumnya 
terdapat dalam nas  karena adanya persamaan „illat dalam 
kedua kasus hukum tersebut” 
 
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam qiyâs 
terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut 
adalah „ashl  far‟  hukmul al-ashl  dan „illat. Keempat unsur 
tersebut lazim disebut dengan rukun qiyâs. pembahasan tentang 
keempat rukun qiyâs tersebut, rukun yang terakhir yakni „illat 
merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidak 
adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada 
atau tidaknya „illat pada kasus tersebut.
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2) Istihsân  
Secara etimologi Istihsân berarti menganggap sesuatu baik. 
Sedangkan Istihsân secara terminology Imam al-Sarakhsi seorang 
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ulama ahli ushûl dari madhhab Hanafi, beliau mendefinisikan 
Istihsân sebagai berikut : 
اْلستحسان هو ترك القياس والعمل مبا هو اقوى منه لدليل يقتضي ذالك وفقا 
 ملصلحة الناس
“ stihsân adalah meninggalkan qiyâs dan mengamalkan 
qiyâs lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya 
dalil yang menuntut serta kecocokanya pada kemaslahatan 
manusia” 
Pada hakikatnya Istihsân merupakan perpindahan dari qiyâs 
jalî (yang jelas „illatnya) kepada qiyâs khafî (yang samar „illatnya). 
Hal ini bisa terjadi karena, menggunakan qiyâs jalî yang „illatnya 
dapat diketahui dengan jelas, namun dampaknya kurang efektif. 
Sebaliknya, menggunakan qiyâs khafî walaupun „illatnya tidak 
dapat diketahui dengan jelas, namun dampak yang ditimbulkanya 
lebih efektif. Atau mengecualikan dalil kulli (umum) berdasarkan 
dalil yang lebih kuat. Jika dianalisis, ternyata Istihsân secara 
metodologis merupakan alternatif penyelesaian masalah yang 
tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode qiyâs yang pada 
satu sisi qiyâs tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat 
akibat dari kekakuanya. Kekakuan qiyâs ini, nantinya akan 




b. Metode Istishlâhî (Metode Analisis Kemaslahatan) 
Metode Istishlahî merupakan metode pendekatan istinbath atau 
penetapan hukum yang permasalahanya tidak diatur dalam al-Qur‟an 
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dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek 
maslahat secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang 
dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu al-mashlahah al-
mursalah dan sadd al-dzarî‟ah maupun fath al-dzarî‟ah.
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1) Al-Mashlahah al-Mursalah 
Secara etimologi al-mashlahah al-mursalah merupakan 
susunan idlâfî yang terdiri dari kata al-mashlahah dan al-mursalah. 
al-mashlahah menurut Ibn Manzhûr berarti kebaikan. Sedangkan 
al-mursalah sama dengan kata al-muthlaqah berarti terlepas. 
Berarti yang dimaksud al-mashlahah al-mursalah adalah maslahat 
atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan 
atau membatalkanya. 
Konsep al-mashlahah al-mursalah sebagai salah satu 
metode penetapan hukum, dalam operasionalnya ia sangat 
menekankan aspek mashlahah secara langsung.
67
 Mashlahah bila 
dilihat dari sisi legalitas tektual terbagi menjadi tiga, yaitu:  
a) Mashlahah al-Mu‟tabarah 68 
Mashlahah al-Mu‟tabarah adalah jenis maslahat yang 
keberadaanya didukung oleh teks shari‟ah (Al-Qur‟an maupun 
Sunnah). Maksudnya teks melalui bentuk „illat menyatakan 
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bahwa sesuatu itu dianggap sebagai maslahat. Contohnya 
adalah fatwa „Umar bin Khaththâb tentang hukuman bagi 
peminum minuman keras. Menurutnya peminum minuman 
keras harus didera 80 kali. Hal ini di-qiyâs-kan dengan orang 
yang  menuduh orang lain berbuat zina. Sebab jika orang sudah 
mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalnya sehingga 
diduga akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Sesuai 
dengan teks Al-Qur‟an (Q.S. al-Nûr: 4) bahwa hukuman bagi 
orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali 
dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka „Umar 
menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras 
disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain 
berbuat zina. 
b) Mashlahah al-Mulghah 69 
Mashlahah al-Mulghah adalah jenis kemaslahatan yang 
legalitasnya ditolak bahkan bertentangan dengan teks syarî‟at. 
Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, 
tetapi teks syarî‟at menolak atau menafikan kemaslahatan 
tersebut. Contohnya fatwa seorang faqîh tentang hukuman 
seorang raja yang melakukan hubungan badan di siang hari 
bulan Ramadhan. Yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-
turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang 
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faqîh, memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si 
raja sehingga ia menghormati bulan Ramadhan dan 
melaksanakan puasa. Hal ini disebabkan kondisi kehidupan 
sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah 
memerdekakan budak. Hukuman berpuasa dua bulan berturut-
turut dipilih oleh sang faqîh, karena dianggap dapat 
mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang 
raja.  
c) Mashlahah al-Mursalah 
Mashlahah al-Mursalah adalah jenis kemaslahatan 
yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh 
teks shari‟ah. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya 
tidak mendapatkan dukungan dari teks shari‟ah dan tidak juga 
mendapatkan penolakan dari teks shari‟ah secara rinci. Terkait 
dengan Mashlahah al-Mursalah sebagai metode penetapan 
hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan 
Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil untuk menetapkan 
hukum. Sebagian ulama menolak Mashlahah al-Mursalah 
sebagai dalil atau dasar penetapan hukum.Termasuk kategori 
kelompok ini adalah al-Syâfi‟i.  Sebagian lagi menggunakan 
Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil penetapan hukum. 
Termasuk kelompok ini adalah Imam Malik. Menurutnya 
mempergunakan Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil 
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penetapan hukum metode ini tidak keluar dari cakupan nash. 
Meskipun maslahat ini tidak didukung oleh nas secara khusus, 
namun sesuai dengan tindakan shara‟ yang disimpulkan dari 
sejumlah ayat atau Sunnah yang menunjukan pada prinsip-




Secara etimologi al-dzarî‟ah berarti perantara, 
sedangkan menurut terminologi adalah suatu perantara dan 
jalan menuju sesuatu, baik sesuatu itu berupa mafsadah atau 
mashlahah, ucapan ataupun pekerjaan. Dari pengertian tersebut 
dapat dipahami bahwa al-dzarî‟ah mempunyai dua pengertian, 
pertama sesuatu yang dilarang, yaitu berupa mafsadah, dalam 
hal ini para ulama berusaha menutupnya. Usaha ini lazim 
disebut dengan sadd al-dzarî‟ah. Sedangkan kedua dianjurkan 
atau dituntut, yaitu berupa maslahat dalam hal ini para ulama 
berusaha untuk membukanya. Usaha ini lazim disebut dengan 
fath al-dzarî‟ah. 
2) Sadd al-dzarî‟ah 
Pada dasarnya sadd al-dzarî‟ah merupakan upaya mujtahid 
dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya 
adalah mubah. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari 
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perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, sehingga konsep sadd 
al-dzarî‟ah ini lebih bersifat preventif. Secara tegas Abu Zahrah 
menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan melalui al-
dzarî‟ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada 
perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Menurutnya sumber 
hukum terkait dengan konsep sadd al-dzarî‟ah terbagi menjadi 
dua. Pertama maqâshid (tujuan) yaitu perkara-perkara yang 
mengandung mashlahah atau mafsadah.
72
 Kedua wasâ‟il 
(perantaraan) yaitu suatu perantara yang membawa kepada 
maqâshid, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan 
yang menjadi sasaranya, baik berupa halal maupun haram. Jika 
dilihat dari segi tingkatan hukum, ketetapan hukum terhadap 
wasâ‟il jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum 
yang berada pada maqâshid. terlepas dari tingkatan hukum 
tersebut, pada dasarnya yang menjadi dasar diterimanya sadd al-
dzarî‟ah sebagai metode penetapan hukum Islam adalah tinjauan 
terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara 
mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang 
menjadi sasaranya, baik perbuatan tersebut dikehendaki ataupun 
tidak dikehendaki.  
Sedangkan perbuatan yang pada dasarnya diperboleh 
namun membawa dampak pada kerusakan, terbagi menjadi tiga 
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macam. Pertama, perbuatan yang kemungkinan kecil akan 
membawa kerusakan atau mafsadah.
73
 Jenis perbuatan ini tidak 
terlarang, karena kemaslahatanya jauh lebih besar dari pada 
kerusakanya. Seperti melihat wanita yang sedang dikhitbah, 
menanam anggur, walaupun pada akhirnya nanti akan diproses 
oleh orang lain menjadi minuman keras. Perbuatan-perbuatan ini 
diperbolehkan karena kemanfaatan yang didapat jauh lebih besar 
dari pada kerusakan yang ditimbulkanya. Kedua, perbuatan yang 
keungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini, 
dilarang oleh para ulama, karena sad al-dzarî‟ah menghendaki 
berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. 
Seperti menjual senjata disaat terjadinya fitnah, menyewakan 
rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan orang-orang mushrik 
di hadapan orang musyrik, menjual anggur kepada pembuat arak. 
Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karena kerusakan atau 
madarat yang ditimbulkanya jauh lebih besar dari pada manfaat 
yang akan diperolehnya. Ketiga, perbuatan yang membawa kapada 
kerusakan, akibat dari perbuatan mukallaf itu sendiri. Seperti 
menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, 
dengan maksud agar mantan suami tersebut boleh menikahi 
perempuan itu, pernikahan ini lazim dikenal dengan istilah nikah 
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muhallil  bay‟u al-„ajâl seperti seseorang menjual kain dengan 
harga seratus ribu rupiah dengan harga kredit, kemudian kain 
tersebut dibeli lagi dengan harga sembilan puluh ribu rupiah 
dengan harga kontan. Perbuatan ini merupakan pelipatgandaan 
hutang tanpa sebab, perbuatan-perbuatan ini terlarang karena 
cenderung kepada perbuatan-perbuatan ini terlarang karena 
cenderung kepada mafsadah. 
3) Fath al-dzarî‟ah. 
Pada dasarnya fath al-dzarî‟ah merupakan usaha mujtahid 
dalam menetapkan suatu anjuran yang pada asalnya adalah mubah.  
Sebagaimana halnya sadd al-dzarî‟ah yang merupakan wasîlah 
atau perantaraan sesuatu yang membawa kepada kerusakan, maka 
fath al-dzarî‟ah juga merupakan wasilah atau perantaraan kepada 
sesuatu yang dianjurkan, oleh karena itu sesungguhnya, ketentuan 





C. Metode Maqashid as-Syariah dikaitkan dengan Undang-Undang 35 
Tahun 2014 Pelaku Tindak Pidana Anak dengan sanksi pidana penjara  
Perlindungan anak menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 
ayat (2) ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dna berpartisipasi secara 
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optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekeran deskriminasi. Dalam Pasal 59 Undang-Undang No 
35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, diatur perihal kewajiban dan 
tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, 
untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/seksual. Hukum islam sudah mempunyai tujuan dalam menjaga 
hak-hak seorang manusia termasuk didalamnya hak-hak anak yang termuat 
dalam maqashid as-syariah. 
Menurut Imam al-Syatibi maqashid as-syariah dalam pelaksanaan 
alternative pidana penjara sebagai berikut : 
1. Hifdz al-din (menjaga agama). Dalam menjalani alternatif hukuman 
pelaksaaan pidana penjara dengan jalan dicicil, baik penegak hukum, 
korban maupun keluarga korban, pelaku maupun keluarga pelaku tetaplah 
menegakan ataupun menjalankan hukuman yang sesuai dengan tujuan dari 
hukum itu sendiri. Jika masing-masing telah melaksanakan hak dan 




2. Hifdz an-Nafs (menjaga jiwa). Pelaksanaan hukuman alternative dalam 
pelaksanaan pidana penjara, terlebih bagi pelaku memilki efek yang 
sangata meringankan, terlebih jika ia menjadi tulang punggung keluarga 
atau pelaku dalam kondisi darurat yang menurut hakim memenuhi kriteria 
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akan diberikannya alternatif ini. Pelaku tetap dapat melindungi 
keluarganya. Tidak hanya pelaku saja, korban dan ataupun keluarga 
korban serta penegak hukum dapat tetap melindungi kelangsungan hidup 
dirinya dan atau keluarganya. Dalam menetapkan jarimah ta‟zir  prinsip 
utama uang menjadi acuan penguasa dalam menjaga kepentingan umum 
dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya).
76
 
3. Hifdz aql (menjaga akal). Pelaksaana alternatif pidana penjara ini juga 
akan menjaga akal karena dalam kehidupan positif ysng dijalani 
memerlukan akal posititf yang berasal dari lingkungan serta motivasi 
hidup yang positif pula. Selain itu, pelaksanaan hukuman ini dapat 
menjaga akal manusia terutama jika pelaku tindak pidana merupakan 
pelajar.  Mengingat bahwa sarana untuk menjaga akal ialah ilmu. 
4. Hifdz al-Nasl (menjaga keturunan), pemidanaan ini dapat berdampak baik 
terutama bagi pelaku, karena ia dapat memberi penghidupan yang baik 
bagi dirinya, maupun keluarga yang tentunya juga bagi keberlangsungan 
garis keturunannya  
5. Hifdz al-Mal (menjaga harta). Dengan adanya pemidanaan penjara 
merupakan peringanan, akan menjaga pelaku dan korban maupun 
keluarganya tetap melanjutkan kegiatannya sehari-hari. Terutama dalam 
kaitannya dengan mata pencaharian dan keberlangsungan kehidupan 
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dalam proses ekonomi. Terlebih jika pelaku memiliki posisi penting di 
dalam lingkungan masyarakat yang ternyata memiliki ketegantungan 
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Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari bahasa 
Inggris. Metode sendiri berasal dari kata method, yang berarti ilmu yang 
menerapkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan 
kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris research yang 
terdiri dari kata re (mengulang), dan search (pencarian, penelusuran dan 
penyelidikan), maka research berarti melakukan pencarian, sehingga egois dan 
sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk 
diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.
78
 
A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
pendekatan kualitatif dengan lebih menekankan pada proses penyimpulan 
induktif. teknik analisa dengan menggunakan metode induktif merupakan 
teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengoperasikan sumber pustaka 
yang berkaitan dengan fakta penelitian atau dengan kata lain metode induktif 
adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat 
khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
79
 
Menurut Gay, metode penelitian deskriptif adalah kegiatan yang 
meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab 
pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari 
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pokok sutu penelitian. Secara harfiah metode deskriptif adalah metode 
penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga 
berkehendak mengadakan akumulasi data dasar. Penelitian yang akan 
dilakukan ialah metode deskriptif lebih banyak digunakan oleh para penelitan 
karena: 1) metode ini telah digunakan secara luas dan lebih banyak segi 
dibandingkan metode-metode penelitian lain. 2) metode ini lebih banyak 
memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan melalui pemberian 
informasi keadaan  mutakhir dan dapat membantu dalam mengidentifikasi 
faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan percobaan, 3) metode ini dapat 
digunakan untuk menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat 
dalam situasi tertentu; 4) Data yang dikumpulkan melalui metode ini dianggap 
sangat bermanfaat dalam membantu untuk meyesuaikan diri atau dapat 
memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari; 5) 
metode ini membantu untuk mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan 
yang diinginkan; 6) Metode ini digunakan dalam berbagai masalah yang ada.
80
 
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 
research), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan di kancah 
kehidupan yang sebenarnya.
81
 Peneliti mengumpulkan data dengan 
wawancara, observasi dan menganalisis sehingga menemukan data yang 
dibutuhkan, selain itu peneliti juga meneliti bagaimana pelaku pidana 
mendapatkan hak-haknya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan konsep 
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yang sesuai dengan jenis peneliti yang dilakukan oleh peneliti, mengingat 
peneliti meneliti sanksi pidana penjara bagi anak yang dikaitkan dengan 
maqashid as-Syariah. 
 
B. Sumber Data 
Dalam memperoleh data-data yang yang diperlukan, peneliti 
menggunakan dua sumber data yang digunakan yaitu : 
1. Sumber Data Primer  
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek 
penelitian melalui prosedur dan teknik pengumpulan data.
82
 Dalam 
penelitian ini yang menjadi sumber data adalah salinan Putusan No. 
14/Pid.Sus-Anak/ PN Pwt dengan salinan putusan dalam putusan No. 
8/Pid.Sus-Anak/2019 PN pwt. 
2. Sumber Data Sekunder  
Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber 
lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang 
mendukung untuk lebih menguatkan data peneliti. Adapun Penelitian 
hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, 
yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pada 
penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data 
sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat 
ditinggalkan. Akan tetapi, penyusun kerangka konsepsionil mutlak 
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diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsionil, maka dapat 
dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan 
perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak 
diteliti. Kalaupun penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak 
mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu 
mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasionil dapat diambil 
dari peraturan perundang-undangan tersebut.
83
 Adapun data pendukung 
seperti hasil wawancara salah satu hakim Pengadilan Negeri Purwokerto 
yang bernama Bapak Deny Ikhwan S.H., M.H yang memberikan 
keterangan penyelesaian perkara anak tersebut dan wawancara Balai 
Pemasyarakatan. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Metode pengambilan data yang digunakan harus dipenuhi secara tertib. 
Pada umumnya setiap alat atau metode pengambilan data yang dilakukan ialah 
pengambilan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang langsung 
dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sedangkan data sekunder 
itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
84
 Dalam proses 
penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut : 
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1. Observasi  
Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan 
dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati 
dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Cartwright 
mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati 
serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. 
Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan 
yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang 
dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat 
diukur, karena mensyaratkan perilaku yang tampak, potensi perilaku 
seperti sikap dan minat yang masih kognisi, afeksi, atau intensi atau 




Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode 
pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui 
wawancara. Definisi wawancara menurut Moeleong, wawancara adalah 
percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua 
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
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Setelah melakukan observasi, wawancara dilakukan oleh peneliti 
terhadaphakim yang memutuskan perkara.  
Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara tak 
berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak 
secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, 
urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat 
dikembangkankan pada saat berlangsung wawancara dengan 
menyesuaikan pada kondisi saat itu sehingga menjadi lebih fleksibel dan 




Dokumentasi setelah melakukan observasi dan wawancara, 
kemudian peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik 
dokumentasi, yakni dengan menggunakan data, foto, dan yang berkaitan 
dengan Pengadilan Negeri Purwokerto serta gambar yang diambil oleh 
peneliti adalah pada saat proses wawancara.  
 
D. Teknik Analisis data 
Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses 
analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah penelitian meninggalkan 
lapangan. Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk 
menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun 
sebenarnya tidak dan formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk 
merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih 
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diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-
sumber data yang ada.
88
 
Dari data-data yang didapatkan dari lapangan kemudian peneliti 
menganalisa kemudian mengkorelasikan dengan teori-teori yang telah 
diungkapkan sebagai dasar acuan dalam penelitian kali ini. Adapun analisa 
data meliputi, antara lain :  
1. Data Reduction (reduksi data) Merupakan proses berpikir sensitif yang 
memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang 
tinggi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, mengfokuskan pada 
hal-hal yang didapatkan dari data lapangan mengenai Pertimbangan 
Hakim dalam memutuskan pemberian sanksi pidana penjara bagi anak 
dalam putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan perkara putusan 
No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt. 
2. Data Display (penyajian data) Setelah data direduksi, maka langkah 
selanjutnya adalah mendisplaykan data, yaitu menyajikan data dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. 
Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan 




3. Conclusion Drawing / Verification (menyimpulkan data), yaitu melakukan 
interprestasi data dan melakukan penyempurnaan dengan mencari data 
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baru yang diperlukan guna pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dalam 
penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 
dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung dari 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan didukung bukti 
valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau 
kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika 
tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang 
setelah penelitian berada dilapangan.90  
Content analisis sebagai suatu metode sudah dikena cukup lama dan 
banyak digunakan oleh para pakar dari berbagai bidang keilmuan dan 
studinya, dan telah cukup banyak menghasilkan temuan berharga dalam 
bidang keilmuan. Dalam hubungan ini maka dianjurkan tawaran bagaimana 
kalau metode content analysis dapat dikembangkan sebagai salah satu metode 
dalam penelitian agama. Secara keilmuan hal ini bukan satu permasalahan, 
namun secara praktis, kalau kita berkeinginan demikian maka diperlukan 
suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai metode tersebut dan menjajagi 
hal-hal yang akan menjadi content analysis dalam gerak operasionalnya.
91
  
Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menganalisis 
sanksi pidana penjara pada anak di tinjau dari sudut hak asasi manusia yaitu 
diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu 
mengumpulkan data-data yang berkaitan sanksi pidana penjara bagi anak, 
salah satunya Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/ PN Pwt dengan putusan No. 
                                                             
90 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif…, hlm 345 
91 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, 
(Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 18 
84 
 
8/Pid.Sus-Anak/2019 PN pwt serta hasil observasi dan wawancara. Prosesnya 
yaitu mengumpulkan teori pemidanaan terhadap anak, kemudian dipahami 
secara mendalam. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis 
berdasarkan prespektif Maqashid as-Syariah. Yaitu dengan menganalisis 
proses hukuman pidana yang dilakukan pada anak dari awal penyelidikan 





Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara 
No.14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt Dengan Perkara Putusan No. 8/Pid.Sus-
Anak/PN Pwt 
 
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Anak  
Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai 
putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Pertama, akan dilihat dari segi 
pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang 
muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-
undang sebelumnya. kedua, kategori pertimbangan yang bersifat non yuridis 
adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang 




Pertimbangan hakim merupakan hal penting dalam memutuskan 
perkara, perkara sebab keputusan hakim akan berpengaruh bagi kehidupan 
terdakwa untuk selanjutnya. Apabila keputusan hakim tidak mempunyai 
pertimbangan dan alasan yang tepat sebagai dasar keputusan, akan 
mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. 
Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai sebab atau alasan 
putusan yang dijatuhkan, sebab atau alasan tersebut akan menjadi suatu alat 
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untuk meneliti bagi masyarakat maupun hakim. Secara umum persyaratan 
adanya pertimbangan ataupun alasan-alasan untuk suatu putusan dinyatakan 
dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 
pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “segala keputusan pengaadilan selain harus 
memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” 
Di dalam menjatuhkan pidana hakim juga mempertimbangkan faktor-
faktor yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yang tercantum pada 
pasal 129 dan pasal 133 rancangan KUHP tahun 2006. Adapun faktor-
faktornya tersebut berikut : 
1. Faktor-faktor yang dapat meringankan pidana anatara lain tercantum pada 
pasal 129 : 
i. Percobaan melakukan tindak pidana, 
ii. Pembantuan terjadinya tindak pidana, 
iii. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah 
melakukan tindak pidana, 
iv. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil, 
v. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan 
secara suka rela akibat tindak pidana yang dilakukan, 




vii. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 39 atau 
2. Faktor-faktor yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat, 
pasal 130 : 
a. Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari 
ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak 
pidana tertentu, 
b. Untuk pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, 
maksimum pidana penjaranya 15 (lima belas) tahun, 
c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana 
dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat kejenis 
pidana yang lebih ringan. 
3. Faktor-faktor yang dapat memperberat pidana tercantum dalam 133 
rancangan KUHP tahun 2006. Sebagai berikut : 
a. Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingan dan 
memperberatkan pidana secara bersama-sama, maka maksimum 
ancaman pidana diperberatkan terlebih dahulu, kemudian hasil 
pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga) 
b. Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan 
ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
93
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Dengan keputusan hakim terhadap anak wajib mempertimbangkan 
laporan hasil penelitian kemasyarakatan megenai data pribadi dan keluarga 
dari anak yang bersangkutan dengan hasil laporan tersebut, hakim 
memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-
adilnya bagi anak yang bersangkutan, hal tersebut diatur dalam pasal 56 
tentang Pengadilan Anak. Yang menjadi bahan pertimbangan dalam 
mengambil keputusan terhadap anak pada tindak pidana sebelum menjatuhkan 
pidana adalah laporan hasil pembimbing kemasyarakatan, dakwaan jaksa dan 
unsur pemaaf atau pembenar. Laporan pembimbing kemasyarakatan dalam 
bentuk tertulis menjelaskan tentang individu anak, keluarga, pendidikan dan 
kehidupan sosial anak. Selain itu dari laporan pembimbing kemasyarakatan 
juga terdapat kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakat 
tentang anak yang bersangkutan. 
Dakwaan jaksa juga merupakan unsur yang penting sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Di dalam dakwaan 
jaksa tersebut terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar dari surat dakwaan 
tersebut. Pasal-pasal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim 
tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pemidanaan terhadap anak 
tersebut. 
Dapat dilihat dengan contoh kasus pertimbangan hakim yang 
digunakan dalam perkara No 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan perkara 
No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt. Hakim dalam memutuskan perkara 
terhadap anak yang terkena pidana melakukan perjudian togel dan perbuatan 
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melakukan percabulan dimana hakim mempertimbangkan pendapat dari balai 
pemasyarakatan, saksi dan korban. Dengan demikian, pelaku tindak pidana 
merupakan anak di bawah umur sehingga diberi sanksi setengah dari sanksi 
yang di berikan dewasa dan anak di beri sanksi tindak pidana penjara agar si 
anak bisa melanngsungkan hidup dan bisa melanjutkan sekolah.  
 
B. Perkara Putusan No 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan Perkara 
Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/PN Pwt 
1. Deskripsi Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Yang Dilakukan Pada 
Anak  
Dalam putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt 
tentang tindak pidana permainan judi TOGEL (Toto Gelap), dengan 
putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/PN Pwt tentang tindak pidana 
perbuatan cabul, penulis mengambil data perkara dari Pengadilan Negeri 
Purwokerto dengan SIPP Pengadilan Negeri Purwokerto yang 
berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah 
umur. 
a. Kronologis peristiwa atau kejadian  
Perkara pada Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt. Pada 
hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sekiranya pada pukul 21.30 WIB 
di warung di wilayah Rempoah Rt 005/001 Kec. Baturaden Kab. 
Banyumas terdakwa Mukti Susanto alias Mukti (Laki-laki, 16 Tahun) 
sedang melakukan penarikan uang pembelian nomor togel yang 
kemudian uangnya diserahkan kepada saksi catur. Mukti melakukan 
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penarikan uang pembelian nomor togel dengan cara saksi caatur 
memberikan daftar nama pembeli yang akan ditagih, kemudian mukti 
menagih kepada pembeli sesuai dengan daftar tersebut. Mukti mulai 
mengambil uang kepada pembeli pukul 20.30 WIB, yang ditagih mukti 
ada 15 (lima belas) orang atau 20 (dua puluh) orang dengan total yang 
uang yang ditarik kepada pembeli sebesar kurang lebih Rp. 400.000,00 
(empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Catur. 
Cara permainan perjudian togel yaitu pemasang membeli 
nomor dengan 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan uang taruhan 
minimal Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) jika nomor yang diapsang cocok 
dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut menang dan 
berhak mendapatkan hadiah berupa uang yaitu jika 2 angka akan 
mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka 
akan mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 
jika 4 angka akan mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu 
rupiah). Nmor yang diapsang akan diumumkan setiap hari sekira pukul 
23.00 WIB, kemudian nomor ang keluar akan diberithaukan melalui 
sms oleh catur.  
Sedangkan dalam perkara putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/PN 
Pwt. Pada hari Minggu tanggal 24 maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB 
Hari Agung Farrel Prayoga alias Jebeng (laki-laki, 16 tahun) dan Ijaz 
(dalam berkas terpisah) bermain ke rumah Fiqri (berkas terpisah) yang 
sedang meminum minuman keras sampai habis, kemudian mereka 
91 
 
patungan untuk membeli minuman keras ciu kembali. Kemudian, Hari 
dengan Ijaz membelinya, sebelum membeli hari menjemput Deska dan 
Uni, kemudian hari mengajak mereka untuk membeli minuman keras 
dan kemudian mereka pergi dengan menggunakan motor yang berbeda 
dengan berboncengan tiga. Selanjutunya mereka pergi ke rumah Fiqri 
kembali dengan membawa satu botol minuman keras kemudian di 
rumah tersebut Hari, Ijaz, Deska, IBnu, dan fiqri kumpul di ruang tamu 
minum-minuman keras ciu kembali. Sedangkan Vevi dan Uni menuju 
kamar depan untuk tiduran kemudian Hari datang menemui Vevi Als 
Mega dan Uni dengan membawa satu gelas minuman keras anggur dan 
menawarkannya kepada Vevi Als  Mega sambil mengatakan “ini Meg 
mau minum atau tidak”  lalu di jawab dengan Vevi “tidak mau” 
kemudian dengan memaksa Hari menawarkan kembali kepada Vevi 
dengan nada yang keras sambil menyodorkan gelas yang kecil berisi 
minuman keras penuh dengan mengatakan “ini Meg mau tidak”. 
Karena dipaksa Hari lalu Vevi yang disodorkan kedepan mulutnya, 
lalu vevi meminumnya kemudian Vevi merasakan kepala yang pusing 
dan badan lemas lalu Hari mendekati Vevi dan mengatakan “Meg aku 
boleh cium atau tidak” yang kemudian sambil merasakan kepala 
pusing Vevi Als Mega menolaknya dengan mengatakan “tidak mau” 
namun Hari tetap mencium pipi kanan dan bibir Vevi Als Mega 
sebanyak satu kali kemudian teman Vevi yang bernama Uni pergi 
meninggalkan kamar dan diikuti Vevi Als Mega namun saat di depan 
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pintu Hari memegang tangan kanan Vevi Als Mega dengan tangan 
kanannya sambil mengatakan “Ayo kita ke kamar” namun Vevi Als 
Mega menolaknya dengan mengatakan “tidak mau, pergilah” yang 
diikuti tangan kiri Hari merangkul Vevi Als Megadari belakang 
dengan tenaga dan mengarahkan untuk mengikutinya ke kamar 
belakang dan sesampai di dalam kamar hari mengunci pintu dari dalam 
dan memerintahkan Vevi Als Mega untuk tiduran dikasur namun Vevi 
menolaknya yang kemudian Hari merangkul Vevi dan menidurkannya 
di Kasur sambil mengatakan “ayo sebentar saja Meg” namun Vevi Als 
Mega menolak ssambi mengatakan “tidak mau nanti hamil” lalu Hari 
menjawabnya “tidak apa-apa kamu sudah tau rumah saya kalo kamu 
hamil saya akan tanggung jawab” sehingga Vevi Als Mega diam 
kemudian Hari langsung mencium pipi dan bibir Vevi Als Mega 
sambil meremas-remas payudaranya kemudian hari melepaskan celana 
panjang dan celana dalam Vevi Als Mega hingga sebatas lutut dan 
memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Vevi Als 
Mega dan menggerakan naik turun kurang lebih sepuluh menit namun 
tidak sampai keluar sperma ada yang mengetuk pintu sehingga 
kemudian Hari keluar dari kamar dan menuju ruang tamu.  
2. Analisis Putusan Berdasarkan Dari Hukum Positif 
a. Perkara Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt 
Terdapat fakta dalam perkara putusan No. 14/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Pwt yang berada di pesidangan, berdasarkan saksi, 
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maupun barang bukti yang disita. 1 (satu) buah handphone yang 
dikembalikan kepada Sutrisno, uang tunai sejumlah Rp. 198.000,00 
(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).  
Berdasarkan dari semua fakta yang terungkap dalam 
persidangan, maka dapat dianalisis bahwa kejadian perjudian Toto 
Gelap (TOGEL) yang terjadi di warung di wilayah Rempoah Rt 005/ 
Rw 001 Kec. Baturaden Kab. Banyumas. Anak menjadi terdakwa 
karena ditangkap menarik uang pembelian nomor togel yang kemudian 
diserahkan kepada saksi Catur.  
Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan 
judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan 
mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena 
pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala 
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya 
yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, 
demikian juga segala pertaruhan lainnya.  
Berdasarkan fakta persidangan yang ada dalam perkara putusan 
No. 14/Pid.Sus-Anak/ PN Pwt, dan sesuai dengan pengertian perjudian 
terdakwa terkena Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang berbunyi, “tanpa 
hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permaianan judi 
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu 
digantungkan kepada adanya suatu syarat”.  
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Dalam pembelaan penasihat hukum anak dan pendapat dari 
Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memohon agar 
anak diputus pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitas Sosial 
Anak yang memerlukan perlindungan khusus Antasena Magelang 
dengan pertimbangan bahwa anak bersikap sopan dan tertib selama 
mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, anak 
menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya, anak masih muda 
dan masih cukup waktu untuk dapat dibina oleh orang tuanya maupun 
oleh yang berwajib. 
Dalam tuntutannya jaksa penunutut umum tidak sepakat 
dengan penasihat hukum dengan pendapat Pembimbing 
Kemasyarakatan sehingga hakim menuntut supaya terdakwa di pidana 
penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari di Lembaga 
Pemasyarakatan Purwokerto. Karena terdakwa terkena Pasal 303 ayat 
(1) ke-2 KUHP yang meringankan hukuman berdasarkan Undang-
Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan 
menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan Lapas Purwokerto, 
dan menetapkan dua barang bukti, dan menetapkan anak membayar 
biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).  
Hakim menjatuhkan terdakwa hukuman sanksi penjara karena 
hakim mempertimbangkan dengan hasil penelitian kemasyarakatan 
terhadap anak serta perbuatan anak maka hakim berpendapat 
pembinaan dengan menempatkan anak di Lembaga Pemasyarakatan 
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(Penjara) mempunyai tujuan sebagai efek jera agar tidak mengulangi 
perbuatan yang sama, dimana anak diberi kesempatan untuk 
memperbaiki dirinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar kelak 
kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan 
bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara 
adalah merupakan cara yang terbaik untuk anak. Adapun hakim 
mempertimbangkan keadaan anak yang memberatkan dan 
meringankan anak, sebagai berikut : 
Keadaan yang memberatkan : 
- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam 
pemberantasan perjudian; 
Keadaan yang meringankan: 
- Anak bersikap sopan selama persidangan; 
- Anak mengakui seluruh perbuatannya tersebut adalah salah dan 
berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya; 
- Anak belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain anak 
adalah pelaku pertama kali. 
Berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan 
meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak maka yang tepat dan adil apabila 
anak dijatuhi pidana penjara. Karena selama proses peradilan pidana 
ini anak ditangkap dan ditahan maka lamanya anak ditangkap dan 
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ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara 
yang dijatuhkan.  
b. Putusan Perkara No 8/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt 
Dalam putusan No 8/Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt Terdapat 
fakta dalam perkara yang berada di pesidangan, berdasarkan saksi, 
maupun barang bukti yang disita. Ialah satu potong tangtop, satu 
potong BH, satu potong celana dalam, satu potong jaket jeans, satu 
potong celana jeans panjang, dan satu unit sepeda motor. 
Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, 
Perbuatan yang terdapat dalam perkara tersebut dilakukan di rumah 
daerah ciberung Rt 05/04 kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 
yang dilakukan oleh Hari Agung Farrel Prayoga alias Farrel. Perbuatan 
tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan cabul, yang dimaksud 
dengan melakukan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang 
melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berada dalam lingkup nafsu 
berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, 
meraba buah dada, dan lain-lain. Dengan demikian, dalam perkara 
tersebut terdakwa melanggar Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang 
berbunyi, “dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan 
cabul”. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah 
segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang 
berada dalam lingkup nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, 
meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada, dan lain-lain.  
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Dalam persidangan terdakwa dalam putusan perkara Nomor 8/ 
Pid.Sus-Anak/2019 PN Pwt melakukan pembelaan secara lisan 
bersama penasihat hukumnya yang pada pokoknya sependapat bahwa 
anak telah terbukti melakukan tindak pidana, namun penasihat hukum 
tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan yang telah menuntut 
anak dengan pidana penjara, oleh karenanya penasihat hukum mohon 
agar hakim menjatuhkan hukuman mengembalikan anak kepada orang 
tuanya atau apabila hakim berpendapat lain mohon hukuman yang 
seringan-ringannya dengan memperhatikan keadaan yang meringan 
anak sebagai berikut :  
- anak yang bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, 
- anak mengakui menyesal dan telah berjanji tidak akan 
mengulanginya perbuatannya, 
- anak yang masih berusia muda, 
- anak yang belum pernah terjerat perkara pidana. 
- dan anak masih berkeinginan melanjutkan sekolah.  
Dalam tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang 
terbukti dinyatakan bersalah, sehingga dalam tuntutannya Penuntut 
Umum memohon kepada hakim agar anak dijatuhi pidana penjara. 
Berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan hakim berpandangan 
bahwa perbuatan yang dilakukan anak terhadap anak korban adalah 
bukan merupakan kenakalan anak melainkan kejahatan yang 
berdampak sangat serius terhadap anak korban dan perbuatan tersebut 
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tidak pantas dilakukan oleh anak ataupun orang dewasa sekalipun, oleh 
karenanya hakim berpendapat bahwa pidana penjara dalam bentuk 
pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang 
mempunyai tujuan untuk pendidikan, pengobatan dan pencegahan, 
dimana anak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak 
kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan 
bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara 
adalah merupakan cara yang tepat dan terbaik buat anak. Sehingga 
anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus 
Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 
3 (tiga) bulan dan membebankan kepada anak untuk membayar biaya 
perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). 
Adapun faktor yang mendorong perbuatan tersebut yaitu fakor 
minuman keras (beralkohol). Kasus pencabulan juga terjadi karena 
adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang 
dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan 
hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Di luar beberapa hal 
yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan 
kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan 
membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu 
seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, 
diaman minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya 
tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepausan 
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seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak 
terkecuali.  
3. Perbedaan Putusan Hakim dalam Perkara Putusan No. 14/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Pwt dan Perkara Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN 
Pwt dengan Penjatuhan Hukuman Sanksi Pidana Penjara 
Hakim menjatuhkan hukuman perkara perjudian Togel dalam 
putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/PN Pwt dengan perkara percabulan dama 
putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/PN Pwt dengan menjatuhkan hukuman sanksi 
pidana penjara pada si anak dengan menempatkan si anak ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan di Purwokerto dengan Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sehingga hakim dalam 
menjatuhkan hukuman kepada anak dengan mempertimbangkan keadaaan 
terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa 
merusak masa depan dan menimbulkan trauma bagi anak korban. 
Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa ialah belum pernah 
dijatuhi pidana, masih berkeinginan untuk sekolah, berterus terang 
sehingga memperlancar jalannya persidangan, merupakan korban dari 
pergaulan yang salah, dan orang tua korban sudah memaafkan perbuatan 
anak. Serta hakim mempertimbangkan status barang bukti dalam perkara.  
Hakim dalam memberikan sebuah keputusan tentu saja sudah 
sesuai dengan norma, sebuah aturan, patokan atau ukuran yang bersifat 
“pasti dan tak berubah”, yang dengannya kita dapat memperbandingkan 
sesuatu hal lain yang pada hakikatnya, ukurannya, dan kualitasnya tidak 
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kita ragukan lagi. Dengan hal ini yang dimaksudkan “Norma-norma bagi 
para penegak hukum” adalah sebuah keputusan yang teguh yang diberikan 
oleh para penegak hukum dalam sebuah tuntutan mereka atau profesi 
mereka sebagai penegak hukum dan keadilan.
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Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-
benar diperhatikan secara serius. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa 
perlindungan hukum yang harus diberikan pada anak itu adalah 
perlindungan hukum yang meliputi beberapa konsep sebagai berikut: 
a. Konsep Restorative Justice, yaitu sebuah proses dimana semua pihak 
yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama 
untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaiaman menyelesaikan 
akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan; 
b. Konsep Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak 
yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana 
formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak 
pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau 
pembimbing kemasyarakatan Anak, Polisi, jaksa atau Hakim.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deny Ikhwan, S.H,. 
M.H sebagai hakim yang berada di Pengadilan Negeri Purwokerto beliau 
mengatakan anak dalam proses diversinya maka dalam putusannya hakim 
menjatuhkan hukuman sanksi pidana penjara dengan menempatkan anak 
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Kanisus, 2018), hlm. 110 
95 Emi Puasa Handayani dan Widodo Hariawan, “Perlindungan Bagi Anak Pelaku Tindak 




di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) purwokerto dan Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) di kutoarjo purworejo. Karena terdakwa yang 
dijatuhkan sanksi pidana penjara di Lembaga Pemasyaraktan (Lapas) 
Purwokerto karena terdakwa dijatuhi sanksi hukuman yang jangka waktu 
penahan yang sedikit sehingga utnuk mengefektifkan waktu yang ada. 
Sedangkan dalam penjatuhan sanksi pidana penjara yang dalam 
penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kebalikan dari 
penjatuhan hukuman yang terdapat di lapas purwokerto karena 
penjatuhannya yang waktu penahanan lebih lama. 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 
Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak menyebutkan :  
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Pasal 1 angka 12 menurut Undang-undang Perlindungan anak, 
menyebutkan :  
“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.  
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Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang No 35 Tahun 2014 
Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak menyebutkan :  
a. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan 
Perlindungan Khusus kepada Anak;  
b. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan kepada :  
1) Anak dalam situasi darurat;  
2) Anak yang berhadapan dengan hukum;  
3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;  
4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;  
5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya;  
6) Anak yang menjadi korban pornografi;  
7) Anak dengan HIV/AIDS;  
8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;  
9) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;  
10) Anak korban kekerasan seksual;  
11) Anak korban jaringan terorisme;  
12) Anak penyandang disabilitas;  
13) Anak korban pelakuan penelantaran;  
14) Anak perilaku sosial menyimpang; dan  
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15) Anak yang menjadi korban stigmanisasi dari pelabelan terkait 
dengan kondisi orang tuanya. 
Menurut penulis dalam kasus perjudian togel yang berada dalam 
putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt penerapan hakim terhadap 
pelaku tindak pelaku pidana perjudian menurut Undang-undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-
undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan proses 
hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan Undang-undang No 
11 Tahun 2012 dan dimana konsep pemidanaan yang digunakan terhadap 
anak di bawah umur dikenal dengan konsep diversi dan restorative justice 
dengan memberikan sanksi kepada si anak berupa pidana penjara. 
Sebaliknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan 
putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dalam hal anak melakukan 
pencabulan tidak dapat dilakukan diversi. Sesuai dengan aturan Pasal 7 
ayat (2) Undang-undang no 11 Tahun 2012 bahwa diversi hanya dapat 
diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana 
penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak 
pidana. sedangkan dalam hal pencabul, terhadap pelaku tindak pindana 
dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka dari itu 
diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana 
pencabulan. Meskipun demikian, hakim dalam memutuskan kasus sanksi 
pidana penjara terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak harus 
memperhatikan keadaan mental dan hak-hak si anak yaitu dengan 
memberikan sanksi berupa tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 
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ayat 2 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana 
Anak bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 
(empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur di 
atas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) 
tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah 
paling lama ½ (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Sehingga 
disini dapat dilihat pemberian sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak 
pidana anak di bawah umur yang mencerminkan rasa keadilan. Sebab 
dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara memperhatikan 
hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 
dengan melihat psikologis dan sosiologis si anak dalam proses diversi 
yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan dan melihat anak 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses 
peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap 
hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS 
memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik 
dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak 
yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 
sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat 
sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan 
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tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan 
pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.
96
 
Prosedur pelayanan pembimbing kemasyarakatan terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum, antara lain : 
a. Menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan 
hukum 
b. Membuat Litmas untuk pendampingan anak 
c. Melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan 
melakukan upaya diversi 
d. Melakukan pendampingan di sidang pengadilan 
e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap 
hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan. 
Jaminan pelayanan pembimbing kemasyarakat yaitu 
pendampingan tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan kepada anak. 
serta pendampingan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan 
mengusahkan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Jangka waktu 
penyelesaian yaitu 30 hari sampai 4 bulan (sesuai dengan proses diversi 
atau peradilan pidana anak sebagaimana Undang-undang No 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
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Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam hal ini memberi 
bantuan dalam pengambilan keputusan maksudnya adalah ketika seorang 
                                                             
96 Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. (Depok: Raja 
Grafindo Persada, 2012), hlm 110-116 
97Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, 
http://bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-
bidang-informasi-dan-komunikasi-3/layanan-pendampingan-anak-yang-berkonflik-dengan-
hukum#jaminan-keamanan, diakses pada 12 Juni 2020 pukul 13.13 
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pembimbing kemasyaraatan ditetapkan menjadi pendamping klien yang 
akan mendampingi anak dalam persidangan maka harus menunjukan 
perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan yaitu memberikan bantuan 
dalam pengambilan keputusan. Sementara itu tugas pokok pembimbing 
kemasyarakatan adalah pembelaan, memberikan masukan kepada aparat 
penegak hukum lainnya mengenai keadaan dan kondisi sosial klien. 
Tujuannya adalah membantu klien menegakan hak-hak mereka dalam 
menerima pelayanan dan aktif mendukung adanya perubahan kebijakan 
dan program yang bersifat negatif bagi kelompok individu. 
Pemberian jangka waktu hukuman pidana penjara dalam tindak 
pidana anak tersebut tergantung dalam tindakan anak melakukan pidana 
serta adanya proses diversi. Dalam proses diversi penyidik, penuntut 
umum, dan hakim harus mempertimbangkan, sebagai berikut : 
a. Kategori tindak pidana; 
b.  umur anak; 
c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; dan  
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan 
keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali tindak pidana 
berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, atau nilai kerugian korban tidak 
lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversi 
untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, atau nilai 
kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, 
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dapat dilakukan oleh oleh penyidik, bersama pelaku dan/atau keluarganya, 
pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. 
Dalam hal anak belum berumur 12 tahun, penyidik, pembimbing 
kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional mengambil keputusan 
untuk : 
a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau  
b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga 
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada instansi yang menangani 
bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah 
selama 6 bulan. 
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Program diversi dapat menjadi bentuk restorative justice jika : 
a. Mendorong anak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya; 
b. Memeberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang 
dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; 
c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses; 
d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan 
hubungan dengan keluarga; 
e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam 
masyarkat yang dirugikan oleh tindak pidana.
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Menurut penulis, apabila dilihat dari korban dalam kasus perbuatan 
cabul yang melibatkan korbannya orang lain sedangkan dalam perbuatan 
melakukan perjudian Togel terdapat korban yaitu diri sendiri yang 
dikatakan sebagai Self Victimizing yang tanggung jawab ada pada korban 
itu sendiri (total victim responsibility), yaitu, individu yang terlibat dalam 
kejahatan seperti penggunaan narkoba, pelacuran, perjudian, dan kegiatan 
lainnya di mana korban dan tindak pidana saling terkait satu sama lain.
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Menurut Bergelson dalam jurnal Vivi Ariyanti yang berjudul Konsep 
Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan 
Sistem Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa garis 
pertanggungjawaban pidana terlihat dengan cara menimbang berbagai 
faktor, antara lain: apakah hak hukum pelaku telah dilanggar (tindakan 
korban mengesampingkan kesalahan pelaku/ terdakwa); apakah respon 
korban terhadap tindakan pelaku terlalu tidak proporsional terhadap situasi 
yang dihadapi (misalnya, dengan menggunakan kekuatan mematikan 
untuk melindungi kepentingan properti); atau, korban memiliki peran 
langsung dalam menyebabkan terjadinya tindak pidana.
101
 Sehingga 
terdapat kesenjangan hakim dalam memutuskan perkara yang dilakukan si 
anak. Dalam putusan perkara No 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt 
menempatkannya pelaku ke Lembaga Pemasyarakatan di Purwokerto yang 
penempatan bersama narapidana dengan orang dewasa dengan keadaan 
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yang memberatkan bahwa perbuatan si anak tidak mendukung program 
pemerintah dalam pemberantasan perjudian dan dalam pertimbangan 
hakim si anak di putus dalam jangka waktu yang sangat singkat maka si 
anak di tempatkan dalam lembaga pemasyarakatan di Purwokerto 
dikarenakan mengefektifkan waktu. Sedangkan dalam perkara putusan No. 
14/Pid.Sus-Anak/PN Pwt memutuskan pelaku masuk ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Anak dengan keadaan yang memberatkan si 
pelaku dengan perbuatan yang merusak masa depan dan menimbulkan 
trauma pada si korban. Sehingga dalam perkara tersebut maka dengan 
mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan melihat keadaan yang 
meringankan pelaku dijatuhi hukuman yang tepat dan adil ialah pemberian 
sanksi pidana penjara dan si anak memerlukan pendidikan seksual 
terhadap si anak dan agar memperbaiki psikolog yang baik kembali. 
Adapun dalam penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak 
(LPKA) dengan dalam penjatuhan pidana penjara yang jangka waktu yang 
lama yang bertahun-tahun. Maka dari itu pembedaan dalam penempatan 
pelaku tindak pidana pada anak dalam perkara putusan 14/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Pwt dengan di jatuhi hukuman 2 (dua) bulan 15 (lima 
belas) hari lebih singkat masa penahanan dibandingkan perkara putusan 
8/Pid.Sus-Anak/2019/PN pwt dengan masa penahanan 1 (satu) tahun. 
Sehingga putusan 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt di tempatkan dlaam 
Lembaga Pemasyarakatan di Purwokerto bersama narapidana dewasa, 
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sedangkan putusan 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN pwt di tempatkan Lembaga 
Pemasyarakan Khusus Anak (LPKA), Kutoarjo di Purworejo. 
Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak 
yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS terdiri dari:  
a. Proses Penanganan BAPAS Sebelum Pengadilan, yang berisi kegiatan 
pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:  
1) Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan 
mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat. 
2) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak 
yang berkonflik dengan hukum. 
3) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang 
berkonflik dengan hukum.  
4) Koordinasi dengan Pihak Pengadilan. 
5)  Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan  
b. Proses Penanganan BAPAS Saat Pengadilan, yang berisi kegiatan 
penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap anak yang 
berkonflik dengan hukum, yang meliputi:  
1) BAPAS melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik 
dengan hukum  
2) Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti 
teman, keluarga atau guru.  
3) Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak  
4) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian  
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5) Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan. 
c. Proses Penanganan BAPAS Setelah Pengadilan, yang terdiri dari 
proses pembingan dan proses pengawasan. Proses Pembingan 
meliputi:  
1) Melakukan Bimbingan Kelompok. 
2) Melakukan Bimbingan Ketrampilan. 
3) Melakukan Bimbingan Perorangan.  
4) Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan102 
Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa adanya peran 
BAPAS sangat diperlukan dalam menangani anak yang berhadapan 
dengan hukum sebab anak perlu didampingi dalam proses pengadilan agar 
si anak tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan kepada anak dalam 
persidangan berlangsung. Dalam penanganan anak yang berhadapan 
dengan hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak hakim 
mempertimbangkan sanksi kepada anak tidak terlepas adanya faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu faktor pendukung dan 
penghambat. Pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat. 
Penulis kembali berpendapat dalam Pasal 3 dan 85 Undang-undang 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan 
bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum, dan ditetapkan 
sebagai tersangka harus diperlakukan khusus artinya penahanan tidak 
ditempatkan dengan bersama-sama dengan tersangka dewasa karena dapat 
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 Meilanny Budiarti  dan Rudi S. Darwis, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam 
Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan” Social Work Vol 7 No 
1, hlm 64. https://core.ac.uk/download/pdf/193967909.pdf 
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mengakibatkan ketidakseimbangan dan mempengaruhi psikologis dan 
mental kejiwaan anak atau dengan cara menitipkan anak ke Lembaga 
Pemasyarakatan (LP) anak. Sehingga dalam konsep restorative justice dan 
diversi belum terdapat keadilan sebab dalam putusan No. 14/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Pwt yang menempatkan si anak di lembaga 
pemasyarakatan yang bersama dengan pelaku pidana orang dewasa dengan 
putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt yang menempatkan si anak di 
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Sementara itu dalam 
kedua putusan tersebut merupakan pelaku tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak di bawah umur dan seharusnya si anak tersebut di titipkan ke 
dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak yang sesuai dengan Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Menurut penulis, pemberian sanksi pidana penjara dalam kasus 
perjudian Togel dengan tindak pidana perbuatan pencabulan yang 
dilakukan anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana. 
Sehingga hakim mempertimbangkan dalam melakukan pemidanaan, 
terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum 
sampai kepada putusannya. Pertimbangan hakim yang terbagi menjadi 
dua, yaitu pertama, pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan 
jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi-saksi, barang-barang 
bukti dan pasal-pasal yang mengaturnya. Kedua, pertimbangan yang 
bersifat non yuridis, berupa alasan yang terdapt dalam undang-undang dan 
KUHP. Sehingga adanya dualisme dalam putusan perkara ini terdapat 
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dalam penempatan lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang di mana 
perkara putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/PN Pwt yang ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) purwokerto yang dimana pelaku pidana 
anak di bawah umur di satukan dengan pelaku tindak pidana dewasa. 
Sedangkan dalam perkara putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt yang 
dimana dalam putusannya si anak di tempatkan dalam Lembaga 
Pemasyarkatan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo di Purworejo. Dalam hal 
ini hakim membedakan penempatan pelaku pidana anak di penjara 
dikarenakan dalam perkara putusan 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt 
penjatuhan masa tahanan pidana penjara yang sedikit dibandingkan 
perkara putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan masa 
penahanan lebih lama. 
Sementara itu, perbedaan penempatan dalam menempatkan anak 
ke dalam Lembaga pemasyarakatan yaitu dikarenakan si anak yang 
melakukan perbuatan perjudian togel termasuk kedalam pidana umum 
sedangkan perbuatan percabulan termasuk pelanggaran pidana khusus.
103
 
Dimaksud dengan pelaku pidana umum ialah pelaku yang melawan 
hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian luar undang-undang) 
yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya 
terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formil dan tidak ada 
alasan pembenaran. Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik 
materiil maupun delik formil. Sedangkan pidana khusus ialah yang 
                                                             
103 Hasil wawancara dengan Bapak Deny Ikhwan, S.H., M.H (Hakim Madya Pratama) di 
Pengadilan Negeri Purwokerto pada 11 Maret 2019 pukul 09.45 WIB. 
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melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari 
undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di 
dalamnya itu sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang 
dan dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum.
104
 Sehingga 
dalam hasil wawancara dengan bapak Deny Ikhwan, S.H., M.H beliau 
mengatakan perbuatan anak yang melakukan perjudian termasuk ke dalam 
pidana umum karena dalam perbuatannya melanggar peraturan yang ada di 
dalam KUHP yang berada dalam pasal 303. Sedangkan dalam perbuatan 
cabul termasuk ke dalam melanggar tindak pidana khusus karena 
perbuatan tersebut melanggar di luar KUHP yang ada dalam di undang-
undang 35 tahun 2014. Sehingga dalam memutuskan perbedaan dalam 




C. Pidana Anak Berkaitan Dengan Maqashid As-Syariah Tentang 
Pemeliharaan Dan Perlindungan Terhadap Lima Hal Pokok (Al-
Dharuriat Al-Kulliat Al-Khams)  
1. Memelihara atau Melindungi Agama (Hifzh al-Din) 
Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Ini 
karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan dalam agama 
Islam selain komponen-Komponen akidah yang merupakan sikap hidup 
seorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan sikap hidup 
                                                             
104Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan 
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seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya, mapun dalam 
berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena 
itulah, hukum Islam mewajibkan melindungi agama yang dianut oleh 
seorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah. 
Sehingga dalam penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh hakim dengan 
mempertimbangkan terdakwa agar dapat menjalankan ibadah yang dianut.  
2. Memelihara atau Melindungi Jiwa (Hifzh al-Nafs) 
Memelihara atau melindungi jiwa adalah tujuan yang kedua hukum 
Islam. Untuk tujuan ini, Islam melarang penghilangan jiwa (Pembunuhan) 
dan terhadap pelaku penghilangan jiwa (pembunuhan) diancam dengan 
hukuman qishas (pembalasan yang seimbang). Sehingga dengan demikian 
diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang 
karena orang dibunuh itu akan mati, maka si pembunuh juga akan mati 
atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si 
pelakunya juga akan cedera. Hak pertama dan paling utama yang 
diperhatikan islam adalah hak hidup. Maka, tidak mengherankan bila jiwa 
manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, 
dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber 
kerusakan atau kehancuran.  
3. Memelihara atau Melindungi Akal (Hifzh Al-„aql) 
Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan 
media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat 
perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi 
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pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, 
mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Karena itulah, akal paling 
penting dalam pandangan islam. Melalui akalnya, manusia mendapatkan 
petunjuk menuju ma‟rifat kepada Tuhan dan penciptanya. Dengan 
akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan 
dan keagungan untuk-Nya. Memercayai bahwa mereka adalah perantara 
yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah, 
membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa 
peringatan dengan ancaman. Berdasarkan pentingnya akal bagi kehidupan 
manusia, maka pemeliharaan dan perlindungan akal menjadi tujuan 
syari‟ah yang sangat penting dalam islam.  
Islam sangat menganjurkan untuk seorang anak mendapatkan 
pendidikan yang baik, Umar bin Khattab, Kholifah kedua dalam rangkaian 
al-Khulafarrassyidin, pernah mengatakan “termasuk hak anak yang 
menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, mamanah, 
dan tidak memberinya rizki kecuali yang halal lagii baik”.
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4. Memelihara atau Melindungi Keturunan (Hifzh al-Nasb) 
Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan 
mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina. Hukum 
kekeluargaan dan kewarisan islam adalah hukum-hukum yang secara 
khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan 
kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa dalam 
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hukum islam ini diatur lebih perinci dan dibandingkan dengan ayat-ayat 
hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan 
dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. 
5. Memelihara atau Melindungi Harta Benda (Hifzh al-Mal) 
Harta merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. 
Sebagai kebutuhan, maka harta menurut pandangan islam harus dicari dan 
didapatkan. Karena harta merupakan sebuah kebutuhan, maka manusia 
juga termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan 
demi menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia memiliki 
hubungan yang sangat erat dengan harta. Demikian eratnya hubungan 
tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan 
naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. 
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Menurut penulis, perlindungan anak menurut Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Pasa 1 ayat (2) ialah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta 
berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan 
keselamatan hidup seorang anak.  
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Anak ialah sewajarnya seorang anak, bukan seorang yang sudah 
dewasa tapi berbadan kecil, yang mana menurut hukum alam usia anak 
usia untuk bermain bersama teman-teman sebayanya yang penting orang 
tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya kepermainan yang positif. 
Anak yang tidak berpendidikan atau anak yang putus sekolah akan lebih 
mudah mengalami eksploitasi maupun diskriminasi, jadi pendidikan 
sangat dianjurkan bahkan sudah menjadi hak anak untuk mendapatkannya, 
baik orang tua, pemerintah maupun negara. Dalam Pasal 59 Undang-
undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur perihal 
kewajiban dan tanggung jawab pemerinta, pemerintah daerah dan lembaga 
negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada, anak 
yang diekspolitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak menjadi korban 
pornografi serta anak korban kejahatan seksual. Hukum islam sudah 
mempunyai tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk 
didalamnya hak-hak anak yang termuat dalam maqashid as-syari‟ah.  
Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, 
tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, sosial maupun 
budaya, di antara beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh Allah, dalam 
kaitannya dengan sesama manusia adalah pemeliharaan anak (hadanah). 
Anak-anak adalah kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan 
khusus, dalam islam disebutkan bahwa anak adalah warisan berharga dan 




D. Perkara Dalam Putusan No 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt Dan 
8/Pid.Sus-Anak/PN Pwt  Berdasarkan Maqashid As-Syariah 
Segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah baik perintah 
maupun larangan, di samping bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi 
seluruh umat manusia, juga mempunyai alasan-alasan atau latar belakang 
tersendiri. Dengan kata lain bahwa setiap perintah dan larangan pasti 




Pembahasan teori tentang maqashid as-syari‟ah telah disebutkan 
bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan sesuatu yang 
bermanfaat/kebaikan (positif-konstruktif) dan mencegah serta menghilangkan 
sesuatu yang membawa mudarat/kerusakan (negatif-destruktif) dalam arahan 
dan bimbingan dari al-Qur‟an dan hadits sebagai sumber dan pedomannya. 
Orientasi syari‟ah Islam (maqashid as-Syariah) yang hendak diwujudkan 
dalam bentuk maslahah sebagaimana tujuan pokok teks-teks syari‟ah tersebut 
kemudian diformulasikan dalam lima hal pokok, yakni hifzh al-din 
(melindungi agama), hifzh al-nafs (melindungi jiwa), hifzh al-„aql (melindungi 
akal), hifzh al-nasb (melindungi keturunan), dan hifzh al-mal (melindungi 
harta benda). Selanjutnya berdasarkan tingkat maslahahnya yakni ad-
dharuriat yang mampu menjamin eksistensi masing-masing dari lima pokok, 
disusul al-hajiyat yang memberikan kemudahan dan dukungan bagi penjamin 
eksistensi dari masing-masing. Kemudian al-tahsaniyat yang mampu 
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memberikan keindahan, kesempurnaan dan keoptimalan bagi penjaminan 
eksistensi dari masing-masih hal pokok. Maslahah ini kemudian 
dipertimbangkan lagi yang menyangkut kepentingan individu dan kepentingan 
umum atau masyarakat luas. 
Kejahatan atau tindak pidana dalam islam merupakan larangan-
larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah. Pakar 
fiqh telah mendefinisikan jarimah yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang 
apabila dilakukan akan mendapat ancaman hukuman had atau ta‟zir, 
sedangkan jinayah yaitu hasil perbuatan seseorang yang dibataskan pada 
perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang merugikan jiwa dan harta dll. 
Adapun tujuan hukum islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, 
adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi 
manusia, baik secara individual maupun sosial. Hukum islam adalah hukum 
yang dibangun berdasarkan pemahaman ulama. Dasar hukum terdapat dalam 
al-Qur‟an maupun hadits untuk mengatur kehidupan manusia.
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Dari segi penulis yang mengacu kepada konsep teori maslahah 
sebagaimana manifestasi dari penerapan maqashid as-Syariah, maka penulis 
dapat menganalisis teori maqashid as-syari‟ah dapat diaplikasi pada hakim 
dalam menjatuhkan sanksi hukuman pidana penjara terhadap anak dibawah 
umur yang berhadapan dalam hukum dalam formulasi kebijakan terhadap 
Undang-undang tentang perlindungan anak. Sebagaimana dalam perkara 
putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dan perkara putusan No. 
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8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt yang penjatuhan pelaku pidana yang dilakukan 
oleh anak dikenakan sanksi hukuman pidana penjara. Dengan demikian dapat 
kita analisa bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada 
pelaku tindak pidana anak di bawah umur dengan memberikan sanksi 
hukuman pidana penjara yang mempertimbangkan dengan 5 (lima) unsur 
tujuan maqashid as-syari‟ah yaitu : 
1. Menjaga agama (Hifzh al-Din) 
Dalam hal ini hakim telah menerapkan pertimbangan penjagaan 
terhadap agama dengan diberikan hukuman penjara terhadap anak yang 
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) purwokerto maupun 
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kutoarjo di purworejo 
agar si anak bisa menjalankan shalat 5 (lima) waktunya ataupun si anak 
bisa menjalankan shalatnya yang berjamaah dengan tidak dibatasi dalam 
mengerjakan kewajiban mereka sebagai umat muslim ataupun non muslim 
untuk taat kepada penciptanya. Dalam surat al-Isra ayat 78 : 
  َمْشُهْوًدا َكانَ  اْلَفْجرِ  قـُْرٰانَ  ِانَّ  ۗ ْاَِقِم الصَّٰلوَة لُِدلُْوِك الشَّْمِس ِاٰٰل َغَسِق الَّْيِل َوقـُْرٰاَن اْلَفْجرِ 
Artinya:“dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir 
sampai gelap malam dan (dirikanlah pula sholat) subuh. 
Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. al-
Isra : 78) 
Sedangkan surat al-hud 114 : 
اِكرِْينَ  ۗ ِْانَّ احلََْسٰنِت يُْذِهْْبَ السَّيِّٰاتِ ۗ َْواَِقِم الصَّٰلوَة َطَريفَِ النـََّهاِر َوزَُلًفا مَِّن الَّْيِل  ٰذِلَك ذِْكٰرى لِلذَّ  
Artinya:“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 
(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatanbagi 
orang-orang yang ingat.” (QS. Al-Hud: 114) 
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Ayat al-Qur‟an di atas menjelaskan bahwa melaksanakan shalat 
pada waktunya lebih baik daripada tidak mengerjakan shalat. Dalam 
perihal shalat ini menunjukan bahwa pentingnya ibadah shalat dalam 
upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena yang membedakan 
seorang muslim dengan yang lainnya ialah dilihat cara mengerjakan 
ibadahnya. Agama islam mengerjakan ibadahnya dengan cara melakukan 
shalat, puasa dan zakat. Sehingga dalam hal ini shalat merupakan salah 
satu lambang dalam penjagaan terhadap agama. Sebagaimana terdapat 
dalam hadits yang telah menyebutkan “shalat adalah tiang agama, barang 
siapa yang mengerjakannya maka ia telah menegakkan agama, dan 
barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah merobohkan agama.” 
2. Menjaga Jiwa (Hifzh al-Nafs) 
Dalam hal ini menjaga jiwa dapat kita lihat pada hakim yang 
memberikan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. Sebagaimana di dalam penjara agar si anak bisa 
melangsungkan hidup sehingga dapat mempertahankan hidupnya dengan 
diberikan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyakaratan yang dimana si 
anak apabila sudah selesai masa penahanannya pelaku pidana anak bisa 
mencari pekerjaan yang sudah diberikan di Lapas tersebut agar dapat 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. selain itu, anak di jatuhi hukuman 
penjara apabila si anak diberi hukuman qishas maka si anak tidak bisa 
melangsungkan kehidupan sebagaimana yang di perintahkan oleh allah 
SWT agar bisa bertakwa dan Allah mengharamkan perbuatan hukuman 
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membunuh kecuali dengan alasan agar di bumi ini merasa aman dan 
tentram sebagaimana dalam penjelasan surat al-Baqarah ayat 179 dan surat 
al-Furqan ayat 68. Surat al-Baqarah  ayat 179 : 
 
اُوِٰل ااْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقْوَن ْۗ َوَلُكْم ِِف اْلِقَصاِص َحٰيوٌة يّٰ    
Artinya:“dan dalam qhishash itu ada (jamianan kelangsungan) 
hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa.”(QS. al-Baqarah: 179) 
Surat al-Furqan ayat 68 : 
َوَمْن  ۗ ْرََّم اللّٰهُ ِاالَّ بِاحلَْقِّ َواَل يـَْزنـُْونَ َوالَِّذْيَن اَل َيْدُعْوَن َمَع اللِّٰه ِاٰٰلًا ٰاَخَر َواَل يـَْقتـُُلْوَن النـَّْفَس الَِِّتْ حَ 
  ۗ ْيَـّْفَعْل ٰذِلَك يـَْلَق اَثَاًما 
Artinya : “(di antar sifat hamba-hamba Allahyang maha 
penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 
berzina”. (QS. al-Furqan: 68) 
 
 Ayat al-Qur‟an di atas menerangkan hukuman pidana penjara 
lebih baik daripada hukuman pidana mati bagi si anak. karena, Allah SWT 
pun mengharamkan perbuatan membunuh. Pidana penjara sangat 
dibutuhkan bagi pelaku pidana anak di bawah umur agar si anak bisa 
melangsungkan hidup.  
3. Menjaga Akal (Hifzh Al-„aql) 
Dalam hal ini hakim mempertimbangkan si anak agar bisa 
melanjutkan pendidikannya atau sekolahnya dengan pemberian sanksi 
pidana penjara yang ringan atau dengan kata lain anak masa jangka 
tahanannya setengah dari sanksi hukuman penjara yang dijatuhkan pada 
orang dewasa agar si anak bisa melanjutkan sekolahnya. Selain itu, di 
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dalam Lembaga Pemasyakatan Khusus Anak (LPKA) di beri pendidikan 
atau muatan lokal agar si anak tidak melakukan merusak akal atau 
membahayakan dirinya. Bentuk pemberian ilmu pendidikan terhadap anak 
merupakan upaya menjaga akal si anak. Sasaran pemeliharaan akal adalah 
ilmu, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Alaq‟ ayat 56 sebagai 
berikut : 
 علم اال نسا ن ما مل يعلم
Artinya   “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya”. 
 
Sehingga hakim memutuskan perkara mempertimbangkan 
penjatuhan hukuman sanksi hukuman pidana penjara supaya si anak diberi 
ilmu pengetahuan yang baru sehingga akal anak terjaga. 
4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasb) 
Dalam hal ini menjaga dan melestarikan keturunan dengan 
pencegahan penyakit dan menghindari lingkungan tempat tinggal yang 
dapat merusak jiwa. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri 
manusia dengan tidak mendekati zina, mencaci maki dan perbuatan 
lainnya atau membatasi manusia untuk berbuat baik. Maka dari itu hakim 
mempertimbangkan agar si anak tidak melakukan zina dan melakukan 
pernikahn sesuai dengan syariat islam. Akan tetapi dalam perkara putusan 
No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt, perkara tersebut dalam putusannya 
melakukan percabulan yang sebagaimana dalam islam dikatakan 
melakukan zina. Sedangkan dalam perkara putusan No. 14/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Pwt yang dimana seorang anak melakukan perjudian Togel 
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(Toto Gelap). Kemudian, maka dari itu pemberian hakim terhadap pelaku 
pidana anak yakni hukuman sanksi pidana penjara dengan menempatkan 
anak dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) ataupun Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) agar si anak diberi kesadaran 
bahwa melakukan perbuatan cabul tesebut dalam agama islam di larang 
karena sama saja perbuatan cabul diartikan melakukan zina. Dalam Islam 
melakukan zina dan perjudian dihukumi hukuman cambuk atau bisa juga 
dihukumi mati. Dalam hal ini apabila si anak di jatuhi hukuman sesuai 
dengan syariat hukum Islam dengan hukuman mati maka si anak tidak bisa 
melakukan pernikahan sehingga tidak bisa melanjutkan keturunan. 
Sehingga dalam hal ini hakim memutuskan hukuman terhadap anak 
dengan pidana penjara agar bisa melanjutkan keturunan. Dalam potongan 
ayat al-Qur‟an surat an-Nisa : 3 sebagai berikut : 
ْ َورُٰبعَ  َوثـُٰلثَ  َمثْـٰن  النَِّساۤءِ  مِّنَ  َلُكمْ  طَابَ  َما فَاْنِكُحْوا اْلَيٰتٰمى ِِف  تـُْقِسطُْوا َاالَّ  ِخْفُتمْ  َوِانْ   ۗ  فَِانْ  
ۗ ْ اَْْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ  َما اَوْ  فـََواِحَدةً  تـَْعِدلُْوا االَّ  ِخْفُتمْ  ىْۗ اَْدنٰ  ٰذِلكَ   ۗ ْتـَُعْولُْوا االَّ     
Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku 
adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu 
senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak 
akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau 
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 
lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” 
 
Ayat di atas menjelaskan menyuruh kalian semua untuk menikah 
agar mendapatkan keturunan. Sehingga kita dapat melestarikan keturunan. 
Oleh karena itu, hakim mempertimbangakan pelaku tindak pidana anak di 
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bawah umur di jatuhi hukuman pidana penjara agar si anak bisa 
melangsungkan pernikahan sehingga si anak bisa mendapatkan keturunan.  
5. Menjaga Harta Benda (Hifzh al-Mal) 
Dalam upaya menjaga atau melindungi harta benda yang 
merupakan bentuk untuk mensejahterakan dan menjadi salah satu 
penopang kehidupan manusia maka hakim mempertimbangkan kepada si 
anak dalam memutuskan anak masuk kedalam Lembaga Pemasyakatan 
(Lapas/Penjara) agar si anak diberi pendidikan tidak mencuri atau 
mengambil barang orang lain. Karena dengan mencuri sangat banyak yang 
dirugikan baik itu pelaku maupun masyarakat lainnya. Hal itu akan 
membuat rasa kenyamanan, ketentraman, kedamaian serta keadilan dalam 
kehidupan masyarakat menghilang. Dalam hal ini sanksi pidana penjara 
yang diberikan hakim terhadap pelaku pidana anak dapat menghasilkan 
maslahah bagi pelaku maupun masyarakat yaitu berupa efek jera yang 
maslahah ini dalam peringkat dharuriyyat mampu menjaga eksistensi 
harta itu sendiri. Selain itu pemeliharaan harta dilakukan dengan 
memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan biaya 
pendidikan kelak nantinya. Sebagaimana dalam ayat al-Qur‟an surat al-
Baqarah:188: 
َنُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدلُْوا ِِبَاا اَْمَواَلكُ ْۗ َواَل َتْأُكُلوْ  اِم لَِتْأُكُلْوا َفرِيـًْقا مِّْن اَْمَواِل النَّاِس  ْۗ ْم بـَيـْ ِاَٰل احلُْكَّ
ُثِْ َواَنـُْتْم تـَْعَلُمْوَن   بِااْلِ
Artinya :  “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu 
dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan 
harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat 
memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, 
padahal kamu mengetahui”.(QS.al-Baqarah: 188) 
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Dari pemamparan analisa di atas, dapat peniliti sampaikan bahwa 
penelitian peneliti pada penerapan hukuman pidana penjara oleh hakim 
terhadap pelaku pidana anak di bawah umur dengan maqashid as-syari‟ah. 
Jika pidana penjara diperlukan untuk perlindungan masyarakat dan 
perilaku anti sosial, maka penggunaannya perlu dibatasi dalam rangka 
mengurangi kritik-kritik penggunaan pidana penjara pada anak. 
Pembatasan terhadap pidana penjara merupakan kiritik yang moderat 
dalam arti pidana penjara masih diperlukan, namun dengan tetap 
memperhatikan strafmodus, strafmaat, dan strafsoort.  Strafmodus, dilihat 
dari sudut pelaksanaan pidana penjara, dalam arti pelaksanaan terhadap 
lembaga pemasyaraktan kepada pelaku pidana anak. Strafmaat dilihat dari 
sudut lamanya pelaksanaan pidana penjara, terutama penggunaan pidana 
singkat yang dilakukan pada pelaku pidana anak. Sedangkan strafsoort 
ditujukan dalam terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana dilihat 
sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau 
membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitif dan selektif.
110
 Oleh 
sebab itu dari hasil uji peneliti ini, peneliti menemukan bahwa 5 (lima) 
unsur tujuan-tujuan dari maqashid as-syariah yang diterapkan dalam 
hakim memutuskan perkara terhadap pelaku pidana anak dengan sanksi 
hukuman pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Oleh 
karena itu, hukuman pidana penjara bagi anak sesuai dengan tujuan-tujuan 
dari maqashid as-syariah. Diantaranya yang sesuai dengan maqashid as-
                                                             
110 Dwidja Priyanto, Islam Rahmat Untuk Bangsa, (Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 
2009), hlm. 295.  
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syariah yakni Menjaga jiwa (Hifzh al-Nafs), hakim tidak memberikan 
hukuman mati melainkan hukuman pidana penjara agar anak bisa 
melangsungkan hidup dan melanjutkan hidupnya kelak. Pemeliharaan jiwa 
dapat direalisasikan melalui pemeliharaan eksistensi hidup manusia dari 
segi ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, 
minuman, pakaian, dan tempat tinggal (rumah). Pemeliharaan jiwa 
dilakukan dengan dua cara sesuai dengan kondisi yang ada, yakni: (a) 
penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi, seperti menjamin keberadaan 
dan perkembangan manusia, menjelaskan manfaat dan bahaya sesuatu 
yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, menjelaskan 
kondisi kritis dan leluasa, serta menjelaskan perpindahan kondisi yang 
sulit kepada kemudahan; dan (b) penjagaan jiwa sebagai sebuah tindakan 
preventif, seperti mengharamkan berlaku semena-mena terhadap jiwa dan 
anggota tubuh, pemberlakuan qisas, dan pemberlakuan hukum al-qatl 
alkhata‟ (pembunuhan yang tidak terencana) Maka pemberian sanksi 
pidana penjara bagi anak sangat tepat agar pelaku tindak pidana anak 
dalam maqasid as-syari„ah sudah tercapai. Indikatornya antara lain 
menggunakan pola terpadu yang dijalankan dengan metode integratif dan 
sistem kekeluargaan. Sehingga anak bisa mengerjakan perintah Allah 
seperti Hifzh al-Din yang menjaga agama dengan mengerjakan sholat lima 
waktu. Setelah itu anak pun dapat melanjutkan pendidikannya dan anak 
pun dapat melangsung perkawinan agar dapat melestarikan keturunan. 
Selain itu anak dapat mencari pekerjaan dan mendapatkan uang dengan 








Berdasarkan penafsiran dan analisis perkara perjudian togel putusan 
No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan perkara percabulan putusan No. 
8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka 
penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut : 
1. Perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar 
pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni perjudian togel 
dengan putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt termasuk kedalam 
Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah “tiap-tiap 
permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung 
bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih 
terlatih atau lebih mahir”. Sehingga anak dijatuhi hukuman dengan 
pidana penjara selama 2 bulan 15 hari di Lembaga Pemasyarakatan 
Purwokerto. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul yang 
terdapat dalam putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt termasuk 
kedalam Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP yang berbunyi, “dengan sengaja 
membujuk anak melakukan perbuatan cabul”  maksud dari melakukan 
perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau 
kesopanan yang berada dalam lingkup nafsu berahi kelamin. Sehingga 
anak dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) kutoarjo di purworejo dan pidana pelatihan kerja 
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selama 3 bulan. Berdasarkan Pasal 3 dan 85 Undang-undang No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa seorang 
anak yang berhadapan dengan hukum, dan ditetapkan sebagai tersangka 
harus diperlakukan khusus artinya penahanan tidak ditempatkan bersama 
orang dewasa karena dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan 
mempengaruhi psikologis dan mental kejiwaan anak atau dengan cara 
menitipkan anak ke Lembaga Pemasyarakatan anak. Serta Pasal 17 
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan anak yang dirampas 
kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 
penempatannya dipisahkan dengan orang dewasa. Sehingga belum 
terdapat hak anak sebab dalam putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt 
yang menempatkan pelaku di Lembaga Pemasyarakatan yang bersama 
orang dewasa dengan putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt yang 
menempatkan pelaku di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. 
Sementara itu kedua putusan merupakan pelaku tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak dibawah umur dan seharusnya menitipkan ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam konsep restorative justice dan 
diversi Selain masuk ke penjara. Anak dapat tidak dipidana penjara 
melainkan dengan cara menyerahkan kembali kepada orang tua/wali.  
2. Dilihat dari konsep teori Maqashid as-Syariah dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Purwokerto Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt dengan 
8/Pid.Sus-Anak/PN Pwt. Dalam konsep maqashid as-syariah, syari‟at 
ditetapkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga 
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secara teori maqashid as-syariah pelaksanaan pidana penjara bagi anak 
dengan menempatkan si anak di Lembaga Pemasyarakatan bersamaan 
dengan narapidana dewasa dengan Lembaga Pemasyarakatan yang khusus 
anak tidak bertentangan dengan hukum islam karena hak-hak anak 
terpenuhi. Terutama dalam Hifdz Nafs yang menjaga jiwa, dalam hal 
sanksi pidana penjara yang diberikan kepada anak agar anak bisa 
melangsungkan hidup dan melanjutkan hidupnya kelak. Sehingga lima 
unsur yang terdapat dalam maqashid as-syariah terpenuhi yaitu hifdz din, 
hifdzh nafs, hifdz „aql  hifdz nasl  dan hifdz mal.  
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 
berupa saran yaitu hakim perlu mengutamakan konsep diversi dan restorative 
justice dalam menangi perkara anak, terutama bagi anak yang baru pertama 
kali melakukan tindak pidana. sehingga dalam menempatkan pelaku tindak 
pidana anak di bawah umur tidak ada yang membedakan dalam 
penempatannya yaitu dengan si anak ditempatkan kedalam Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) bukan dengan menempatkan si anak di 
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